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Febri Maulana (B11113324) “Dugaan Terjadinya Integrasi Vertikal 
Dalam Usaha Peternakan Ayam Pada UU No. 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan” (dibimbing oleh Winner Sitorus 
sebagai pembimbing I dan Hasbir sebagai pembimbing II) 
Penyelenggaraan usaha peternakan ayam telah diatur melalui UU No. 18 
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun pada 
Pasal 2 Ayat (1) terdapat frasa yang mengandung unsur integrasi, 
sehingga menimbulkan suatu perbedaan penafsiran norma secara 
dogmatik yang berimplikasi pada kepastian hukum usaha peternakan 
ayam, karena secara normatif UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa 
salah satu perjanjian yang dilarang adalah integrasi vertikal. 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dugaan terjadinya integrasi 
vertikal dalam usaha peternakan ayam melalui regulasi dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan dengan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dan untuk menguraikan dampak penyelenggaraan peternakan ayam 
secara terintegrasi vertikal berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap persaingan usaha.  
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) 
UU No. 18 Tahun 2009 merupakan bentuk regulasi yang telah membuka 
kran regulasi terjadinya integrasi vertikal pada usaha peternakan ayam 
karena pengaturannya bersifat terbuka yakni dapat bersifat integrasi 
vertikal dan integrasi horizontal. Pelaksanaan peternakan ayam secara 
integrasi horizontal  pun dalam ketentuan tersebut dapat menjadi bentuk 
integrasi vertikal jika dalam kondisi tertentu pada rangkaian produksi 
dilakukan secara terintegrasi vertikal, serta tidak adanya segmentasi 
rangkaian produksi dalam UUPKH; (2) Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 
18 Tahun 2009 merupakan bentuk regulasi yang telah membuka kran 
regulasi terjadinya integrasi vertikal pada usaha peternakan ayam karena 
pengaturannya bersifat terbuka yakni dapat bersifat integrasi vertikal dan 
integrasi horizontal. Pelaksanaan peternakan ayam secara integrasi 
horizontal  pun dalam ketentuan tersebut dapat menjadi bentuk integrasi 
vertikal jika dalam kondisi tertentu pada rangkaian produksi dilakukan 
secara terintegrasi vertikal, serta tidak adanya segmentasi rangkaian 
produksi dalam UUPKH. 





Febri Maulana (B11113324) “Allegation of Vertical Integration Within 
Poultry Farm Business in Law Number 18 Year of 2009 about 
Farming and Animal Health” (Guided and supervised by Winner Sitorus 
as 1st supervisor and Hasbir as 2nd Supervisor) 
Implementation of poultry farm business has been stipulated under Law 
Number 18 Year of 2009 about Farming and Animal Health. However, 
based on Article 2 verse (1) there is phrase that contain integration 
element, thus raises disparity in terms of norms interpretation in dogmatic 
sense which have implication to the legal certainty in poultry farm 
business, since normatively, Law Number 5 Year of 1999 stressed vertical 
integration was classified as one of the agreement that prohibited. 
This research was aimed to verifies the allegation of Vertical Integration 
within poultry farm business through Law Number 18 Year of 2009 about 
Farming and Animal Health which synced with Law Number 5 Year of 
1999 about The Prohibition of Monopoly practice and unhealthy business 
competition and to elaborates the impacts of the vertical integration 
practice that in accordance with Law Number 18 Year of 2009 about 
Farming and Animal Health towards business competition. 
Result of this research found that: (1) Provision of Article 2 Paragraph (1) 
of Law Number 18 of 2009 is a form of regulation that has opened the 
regulation valve of vertical integration in poultry farming business because 
the arrangement is open that can be vertical integration and horizontal 
integration. The implementation of poultry farming in horizontal integration 
in the provision can be a form of vertical integration if under certain 
conditions in the production line is done vertically integrated, and the lack 
of segmentation of production line in UUPKH; (2) Provision of Article 2 
Paragraph (1) of Law Number 18 of 2009 is a form of regulation that has 
opened the regulation valve of vertical integration in poultry farming 
business because the arrangement is open that can be vertical integration 
and horizontal integration. The implementation of poultry farming with 
horizontal integration in the provision can be a form of vertical integration if 
under certain conditions in the production line is done vertically integrated, 
and the lack of segmentation of production line in UUPKH. 
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A. Latar Belakang 
Sistem ekonomi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disingkat UUD 1945), memiliki tujuan pembangunan ekonomi 
yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Landasan 
konstitusional tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 27 Ayat (2) dan 
pengertian kekeluargaan dalam sistem perekonomian dalam Pasal 33 
Ayat (1) yang dapat ditafsirkan bersama sebagai memberikan kesempatan 
kepada seluruh lapisan masyarakat berhak untuk berusaha. 
Sesuai amanah konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (2) 
dan Ayat (3),1 bahwa: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” 
memberikan petunjuk bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi 
ekonomi serta dalam upaya menghindarkan perekonomian nasional dari 
persaingan usaha tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada 
suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan 
masyarakat dan bertentangan dengan konsepsi keadilan. 
                                                          
1Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan wujud 
nyata penyelenggaraan perekonomian nasional sesuai amanah konstitusi 
dalam mencapai kesejahteraan rakyat secara komprehensif. 
Terwujudnnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 
usaha yang sehat dapat menjamin adanya kepastian kesempatan 
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, 
dan pelaku usaha kecil, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam 
kegiatan usaha.2 Pada dasarnya suatu persaingan usaha yang sehat akan 
menghasilkan suatu sistem ekonomi pasar yang efektif dan pro 
kesejahteraan rakyat.  
Lebih lanjut, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen 
penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan 
iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. 
Dengan demikian, eksistensi UU No. 5 Tahun 1999 perlu didorong agar 
mampu merealisasikan konsep Law as a Tool to Encourage Economic 
Efficiency.3 Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha 
adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang 
sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku 
                                                          
2 Moh Noor Rofieq dikutip dalam Ferry Tamalluddin, Minggu 11 Januari 2015, diakses 
dari http://www.ternakpertama.com/2015/01/payung-hukum-kemitraan-perlu-berhati.html 
pada 20 Januari 2017 
3 Erman Rajagukguk, dalam Susanti Adi Nugroho, 2014, Hukum Persaingan Usaha di 
Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana., hlm. 2 
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usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para 
pesaingnya. 
Merupakan suatu atmosfer yang kompetitif, ketika perusahaan-
perusahaan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen 
dengan menjual produk dengan harga yang serendah mungkin, 
meningkatkan mutu produk, dan memperbaiki pelayanan kepada 
konsumen. Perusahaan-perusahaan harus berusaha untuk 
mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien, serta 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi, baik teknologi 
proses produksi (process technology) maupun teknologi produk (product 
technology). Dengan demikian, akan mendorong kemajuan teknologi dan 
diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat.4 
Karakteristik pasar persaingan sempurna (perfect competition 
market) memiliki unsur-unsur, seperti banyak penjual dan pembeli; produk 
homogen; bebas masuk dan keluar pasar; dan informasi sempurna.5 
Keempat karakteristik tersebut menimbulkan suatu konsekuensi logis, 
yaitu perusahaan di pasar tidak dapat menentukan harga sendiri. 
Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang 
ditetapkan pasar. Setiap perusahaan hanya akan menerima harga yang 
ditentukan pasar (price taker). Yang dapat dilakukan perusahaan adalah 
menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Salah satu 
                                                          
4 Thee Kian Wie, 1999, Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam 
Implementasi UU No.5 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 7., hlm. 60 
5 Andi Fahmi Lubis dkk, 2009,  Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, 
Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha., hlm, 30-31 
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industri yang mendekati karakteristik perfect competition market tersebut 
adalah industri usaha peternakan ayam. 
Usaha peternakan ayam tidak hanya melibatkan kelompok 
pengusaha-pengusaha sektor perusahaan, tetapi juga masyarakat secara 
meluas. Hampir setiap tingkatan sektor usaha terdapat usaha peternakan 
ayam, seperti pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku 
usaha kecil, karena pada hakikat dan historistik, usaha peternakan ayam 
ini diprakarsai usaha-usaha tingkat kecil di pedesaan sehingga 
berkembang menjadi suatu usaha peternakan berbasis industri 
perusahaan. Usaha peternakan ayam merupakan salah satu komoditi 
yang paling banyak diminati oleh masyarakat dalam menyelenggarakan 
usaha di berbagai sektor. 
Berdasarkan data Populasi dan Produksi Hewan Ternak di 
Indonesia Tahun 2012-2016 oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, bahwa populasi dan produksi 
yang tertinggi tahun terakhir (2016) terdapat pada peternakan ayam yang 
terbagi atas ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan ayam buras yang. 
Jika dibandingkan dengan jumlah populasi ternak lainnya, seperti populasi 
itik 47.359,720 ekor dan kambing 19.608,18 ekor.6 Sedangkan produksi 
daging ayam juga menunjukkan produksi daging terbanyak, dibandingkan 
produksi daging sapi 524,110 ton dan babi 342,350 ton.7 Oleh karena itu, 
                                                          
6 Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 





dapat disimpulkan bahwa kebutuhan konsumsi ayam di Indonesia sangat 
tinggi. Hal ini juga berimplikasi pada sektor usaha ayam yang akan 
semakin meningkat karena melihat peluang bisnis yang menjanjikan ini. 
Masyarakat kemudian berbondong-bondong mendirikan usaha ternak 
ayam, tak terkecuali perusahaan-perusahaan besar pun berpartisipasi 
dalam usaha ternak ayam, sehingga tidak dapat dipungkiri persaingan 
antara pelaku usaha peternakan ayam kian ketat. 
Secara umum, pelaku usaha peternakan ayam terdiri dari: 1) 
Peternak Ayam Mandiri (rakyat); 2) Peternak Ayam Kemitraan (rakyat-
perusahaan); dan 3) Perusahaan Peternak Ayam. Ketiga pelaku usaha 
tersebut berupaya untuk menciptakan output produksi secara kuantitatif 
untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Apapun akan dilakukan 
oleh pelaku usaha dalam menghasilkan output produksi dalam mengikuti 
kontestasi persaingan usaha peternakan ayam. Untuk itu, diperlukan 
kehadiran hukum untuk menata dan melindungi serta sebagai pedoman 
dalam bersaing secara sehat, yakni salah satunya UU No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan peternakan ayam di 
Indonesia melalui program legislasi nasional, maka diberlakukan Undang-
Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut 
diharapkan dapat lebih mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengingat 
kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah (mega biodiversity) 
6 
 
berupa sumber daya hewan, khususnya ayam. Salah satu marwah dari 
undang-undang tersebut menginginkan kemampuan daya saing dalam 
usaha peternakan,8 sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan 
nasional. Kemampuan daya saing dikembangkan dengan wawasan dan 
paradigma baru di bidang peternakan agar inovasi, investasi, dan 
pemberdayaan tetap berlanjut. 
Untuk mencapai efektivitas hukum, undang-undang tersebut 
mengatur tentang penyelenggaraan peternakan hewan secara tersendiri 
maupun terintegrasi. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bahwa: 
Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan 
budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, 
kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. 
Dengan penyelenggaraan secara terintegrasi diharapkan mampu 
mendorong usaha peternakan hewan di tanah air, khususnya usaha 
peternakan ayam. Ada beberapa keuntungan jika penyelenggaraan 
peternakan dilakukan secara terintegrasi, seperti efisiensi produksi dan 
penurunan biaya produksi. Integrasi dapat membatasi margin ganda 
sehingga konsumen dapat diuntungkan karena dapat memperoleh harga 
produk lebih murah. Perusahaan peternak ayam juga diuntungkan dengan 
strategi ini melalui pemanfaatan efisiensi teknis dan efisiensi biaya 
transaksi sehingga laba total yang didapatkan akan lebih besar 
                                                          
8 Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan. 
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dibandingkan bila harus membeli bahan baku dari perusahaan lain atau 
mendistribusikan produknya lewat perusahaan lain. Hal inilah disebut 
sebagai integrasi secara pro competitive. 
 Akan tetapi frasa “integrasi” dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) 
tersebut menuai perbedaan penafsiran atas fakta dalam penyelenggaran 
usaha peternakan ayam. Makna “integrasi” memiliki dua mata sisi, di satu 
sisi dapat mensejahterakan dan di sisi lain dapat mematikan usaha rakyat 
dalam bentuk penyelenggaraan usaha peternakan ayam secara integrasi 
vertikal. Integrasi vertikal dapat mematikan usaha rakyat, ketika integrasi 
tersebut menghambat persaingan karena dapat meningkatkan biaya yang 
harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan baku atau jalur 
distribusi yang dibutuhkan untuk menjual produknya. Selain itu integrasi 
vertikal juga dapat mengurangi ketersediaan bahan baku dan 
meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar, atau dengan 
kata lain integrasi vertikal dapat menimbulkan hambatan untuk masuk ke 
sebuah pasar. Peternak ayam yang melakukan perjanjian integrasi secara 
vertikal dapat mengakibatkan penguasaan rangkaian produksi dari hulu ke 
hilir dan menciptakan kekuatan pangsa pasar besar, sehingga berpotensi 
melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. 
Saat ini penguasaan produksi di sektor hulu dalam usaha 
peternakan ayam masih berada pada perusahaan-perusahaan peternakan 
tertentu dalam menyediakan Great Grand Parent Stock, Grand Parent 
Stock, Parent Stock, dan Day Old Chick sehingga apabila rangkaian 
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produksi dilaksanakan secara terintegrasi vertikal dengan peternak-
peternak lainnya, baik perusahaan peternak atau perusahaan terkait 
lainnya maupun peternak rakyat, sehingga dengan penguasaan rangkaian 
produksi tersebut akan menciptakan hambatan pasar bagi peternak rakyat 
mandiri yang selama ini telah berternak dan kerugian yang harus 
ditanggung oleh end user dalam memperoleh live bird dan karkas ayam di 
pasar. 
Dengan berlakunya undang-undang tersebut, peternakan ayam, 
khususnya peternakan ayam rakyat yang bergerak dalam skala kecil dan 
menengah akan tersisihkan dalam persaingan usaha peternakan ayam, 
karena tidak mampu bersaing secara sehat dengan peternakan ayam 
yang terintegrasi secara vertikal. Supriyanto9 merupakan salah satu 
peternak ayam rakyat sejak tahun 1994 yang tersisihkan dalam 
persaingan usaha peternakan ayam (gulung tikar), mengemukakan dalam 
sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa:10 
“…sejak adanya ini (Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang kemarin disepakati 
masalah integrasi ... terintegrasi. Kalau kami berpendapat bukan 
integrasi namanya, integrator kalau kami karena kami … di dalam 
pelaksanaan, kami kalah di pangsa pasar, kami kalah di budidaya. 
Permasalahan kami integrasi ini adalah bahwa dari hulu sampai ke 
hilir mereka miliki. Dari hulu sampai hilir, makanya kenapa kemarin 
kami berpendapat integrasi inilah, inilah yang menjadi kendala yang 
ada pada kami yang mengakibatkan ini.” 
 
                                                          
9 Suptiyanto adalah saksi Pemohon Nomor Perkara 117/PUU-XIII/2015 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
10 Lihat Risalah Sidang Mahkamah Kontitusi  Nomor Perkara 117/PUU-XIII/2015 Acara 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon (V). 
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Selanjutnya, frasa “atau bidang lainnya yang terkait” dalam Pasal 2 
Ayat (1) tersebut dimaknai oleh Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia 
(PPUI) sebagai potensi penyebab terjadinya integrasi vertikal dalam usaha 
peternakan ayam. PPUI diwakili oleh Syuratman Usman11 menuntut 
kepastian hukum dalam undang-undang a quo, akan tetapi, Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi menolak atas gugatan judicial review tersebut.12 
Selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengubah paradigma 
penyelenggaraan usaha peternakan ayam, yang pada mulanya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1967 yang mengatur tentang peternakan ayam 
berbasis rakyat, kemudian berubah menjadi usaha peternakan ayam 
secara perusahaan terintegrasi atau biasa disebut sebagai peternakan 
berbasis konglomerasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Beberapa 
peternak rakyat telah merasakan dampak pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009, terutama peternak yang tidak terintegrasi dengan 
                                                          
11Lihat Risalah Sidang Mahkamah Kontitusi  Nomor Perkara 117/PUU-XIII/2015 Acara 
Pemeriksaan Pendahuluan, Syuratman Usman mengemukakan bahwa “Frasa atau bidang lain 
yang terkait bisa ditafsirkan beragam oleh para pelaku usaha budi daya peternakan khususnya, 
sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam bidang usaha, khususnya usaha budi daya 
peternakan unggas. Secara gramit … gramatikal, frasa atau bidang lain yang terkait bisa 
ditafsirkan mencakup banyak bidang, termasuk di dalamnya bidang pengadaan pakan ternak, 
(suara tidak terdengar jelas), pembibitan (suara tidak terdengar jelas), pembibitan DOC (Day Old 
Chick), peralatan peternakan, dan lain-lain, sehingga korporasi atau peternak yang bermodal 
besar dapat mendirikan usaha dalam bidang pengadaan pakan ternak, pembibitan, pembenihan 
DOC, peralatan peternakan, lain-lain yang berintegrasi dengan budi daya peternakan.Hal 
tersebut di atas menimbulkan penguasaan di bidang peternakan dari hulu sampai hilir oleh 
beberapa koperasi … korporasi-korporasi besar dan menimbulkan praktik monopoli, oligopoli, 
dan kartel yang seperti terjadi sekarang ini di bidang perunggasan yang juga bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.” 
12Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi No. 117/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
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perusahaan-perusahaan pemasok Day Old Chick (DOC) dan pakan, 
sangat merasakan harga DOC dan pakan yang fluktuatif dan bahkan 
relatif lebih mahal dibandingkan dengan peternak yang terintegrasi.13 
Tentu hal ini menimbulkan suatu hambatan pasar bagi peternak yang 
tidak terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan pemasok, dengan kata 
lain bahwa peternak yang tidak terintegrasi akan tersisihkan dalam 
kontestasi persaingan usaha peternakan ayam karena tidak dapat 
membendung harga produksi yang sangat tinggi yang disebabkan harga 
DOC dan pakan yang relatif lebih mahal dari perusahaan pemasok. 
Adanya perbedaan penafsiran dalam aspek praktis ilmu hukum dan 
terdapat perbedaan penafsiran terhadap fakta yang terdapat dalam Pasal 
2 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan mengakibatkan mencuatnya isu hukum yang bersifat dogmatik. 
Mengingat pasal yang diuji materi terkait asas suatu undang-undang yang 
menjadi roh dari undang-undang tersebut, sehingga diperlukan suatu 
pengkajian secara komprehensif dan sistematik yang mengkaji tidak 
hanya berdasar pengujian suatu norma (Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2009) terhadap norma yang lebih tinggi (pengujian undang-undang 
terhadap UUD 1945). Dengan demikian, isu hukum dalam penelitian ini 
adalah dugaan integrasi vertikal yang terkandung dalam Undang-Undang 
                                                          
13 Diolah dari berbagai sumber (peternak rakyat) seperti Kab. Bulukumba, Kab. Maros, 
dan Kota Pare-Pare dengan sinkronisasi kasus-kasus integrasi peternakan ayam. Misalnya, 
Wahyudi Kasrul, wawancara, pemilik peternakan ayam terintegrasi, Bulukumba; Alam, 
wawancara, pemilik peternak ayam tidak terintegrasi, Maros. 
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No. 18 Tahun 2009, apakah pasal a quo merupakan kran regulasi 
terjadinya integrasi vertikal atau tidak.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas 
dan untuk membatasi pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan memenuhi unsur integrasi vertikal berdasarkan UU No. 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat? 
2. Bagaimana dampak penyelenggaraan peternakan ayam secara 
terintegrasi vertikal berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap persaingan usaha? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah UU No. 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan memenuhi unsur integrasi 
vertikal berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
2. Untuk mengetahui dampak penyelenggaraan peternakan ayam 
secara terintegrasi vertikal berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 
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tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap persaingan 
usaha. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai 
beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis / Akademis 
Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk 
menentukan suatu pelanggaran hukum persaingan usaha tidak 
sehat, khususnya penentuan terjadinya integrasi vertikal dalam 
usaha peternakan ayam. Selain itu, diharapakan dapat menjadi 
bahan komparasi teori dalam pembuatan kebijakan (beschikking) 
dan regulasi (beleid) di bidang persaingan usaha agar sesuai 
amanat UU Persaingan Usaha. 
2. Manfaat Praktis 
- Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan 
serta pemahaman dan bahan masukan yang berguna bagi 
pembaca, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha. 
- Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan 
bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan 






A. Integrasi Vertikal Dalam Persaingan Usaha 
Integrasi vertikal adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang  
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk 
dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang mana 
setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses 
lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. 
Adapun yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk 
yang termasuk dalam rangkaian produksi adalah penguasaan 
serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai 
hilir atau proses yang berlanjut suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku 
usaha tertentu.14 
Hubungan antar-perusahaan dalam suatu pasar merupakan 
hubungan yang kompleks. Di satu pihak suatu perusahaan tergantung 
pada perusahaan lain untuk memasok bahan baku, di lain pihak 
perusahaan tersebut juga tergantung pada perusahaan distribusi yang 
menjual produk-produknya di pasar. Ketika suatu pelaku usaha ingin agar 
pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan 
perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi 
yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan 
                                                          
14 Susanti Adi Nugroho, 2014, Op.Cit., hlm. 205 
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pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran 
hasil produksi, biasanya perusahaan akan menempuh jalan untuk 
melakukan penggabungan dengan pelaku-pelaku usaha lain yang 
mempunyai kelanjutan proses produksi (integrasi vertikal). Demikian pula 
jika pelaku usaha ingin meningkatkan penghasilan (revenue), biasanya 
yang umum dilakukan adalah dengan cara meningkatkan produksi. 
Namun, bagi perusahaan yang sudah berproduksi dalam kapasitas penuh, 
rasanya sangat sulit untuk dapat meningkatkan penghasilan yang  lebih 
tinggi lagi, kecuali pelaku usaha tersebut meningkatkan skala 
perusahaanya, dengan harapan apabila terjadi peningkatan dalam skala 
perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi 
dibandingkan sebelum pelaku usaha tersebut meningkatkan skala 
perusahaannya. Salah satu jalan yang dilakukan pelaku usaha untuk 
meningkatkan skala perusahaan adalah melalui penggabungan/integrasi 
dengan perusahaan lain. Namun, perkembangannya ternyata 
penggabungan perusahaan tidak selalu menunjukkan adanya hubungan 
yang kuat antara terjadinya penggabungan dengan tingkat keuntungan 
yang akan diperoleh seperti yang tergambar di atas, tetapi setidaknya 
dengan adanya penggabungan akan ada bagian-bagian perhitungan 
ongkos yang akan hilang atau menurun, misalnya dalam hal ongkos-
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ongkos transaksi, iklan, pemanfaatan informasi bersama, dan 
admnistrasi.15 
Jadi, yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah suatu 
penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari 
hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu 
oleh pelaku usaha tertentu.16 Praktik integrasi vertikal meskipun dapat 
menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang oleh Pasal 14 UU 
No. 5 Tahun 1999,17 sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak 
sehat dan/atau merugikan masyarakat. 
Bila diperhatikan isi ketentuan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, jelas 
bahwa kaidah yang digunakan untuk menganalisis pasal ini adalah 
diperlukan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Integrasi vertikal 
memiliki efek precompetitive dan anti-competitive sehingga hanya 
integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan 
merugikan masyarakat yang akan dilarang. Strategi integrasi vertikal 
(vertikal integration strategies) merupakan strategi yang menghendaki 
perusahaan melakukan penguasaan yang lebih atas distributor, pemasok, 
                                                          
15 Nurimansjah Hasibuan, 1993, Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, dan Regulasi, 
cet. 1. Jakarta: LP3ES., hlm. 92 
16 Lihat Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
17 Lihat Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
16 
 
dan/atau para pesaing baik melalui merger, akuisisi, atau membuat 
perusahaan sendiri. Strategi integrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu:18 
1. Integrasi ke depan (forward integration) merupakan strategi 
untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas 
distributor atau pengecer. 
2. Integrasi ke belakang (backward integration) merupakan strategi 
untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali 
perusahaan pemasok. 
3. Integrasi horizontal (horizontal integration) merupakan strategi 
untuk mengendalikan para pesaing. 
Perusahaan tertarik melakukan integrasi vertikal didasarkan atas 
alasan:19 
1. Dapat menciptakan “barrier to entry” bagi pendatang baru; 
2. Memberikan fasilitas investasi; 
3. Menjaga kualitas produks; dan 
4. Memperbaiki penjadwalan 
Dari sudut pandang perusahaan, integrasi vertikal dapat memberi 
manfaat, karena integrasi memungkinkan perusahaan bersangkutan untuk 
mengurangi biaya produksi dan distribusinya dengan cara 
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang berurutan, atau karena integrasi 
adalah penting untuk menjamin penyediaan masukan dan saluran-saluran 
                                                          




distribusi yang dapat dipercaya untuk dapat mempertahankan daya saing. 
Manfaat tambahan yang dapat diperoleh suatu perusahaan bila 
melakukan integrasi vertikal hulu dan/atau hilir antara lain:20 
a. Manfaat ekonomi karena karakter teknologi; mungkin terdapat 
penghematan biaya karena eksternalitas antara jalur produksi. 
b. Manfaat ekonomi karena adanya kepastian kontrak; integrasi 
vertikal sering kali menjadi strategi yang dipilih perusahaan 
untuk menghindari perilaku perusahaan pemasok yang tidak 
menaati kontrak. 
c. Manfaat ekonomi karena pengurangan biaya transaksi; terdapat 
banyak kemungkinan yang terjadi di pasar. Namun, tidak 
mungkin memperkirakan semua kemungkinan yang akan terjadi 
dan mencantumkannya dalam kontrak. Untuk mengurangi biaya 
transaksi yang mungkin timbul dalam situasi yang tak pasti, 
sering kali transaksi-transaksi tersebut perlu dilakukan di bawah 
satu atap. 
d. Manfaat ekonomi karena dapat melakukan transfer pricing. 
Transfer pricing adalah saat pelaku usaha memberikan harga 
yang lebih rendah kepada perusahaan yang terintegrasi di 
bawahnya dengan tujuan membuat biaya produksi lebih rendah 
sehingga akan mengakibatkan harga jual yang lebih rendah 
dibanding pesaingnya karena biaya produksi yang relatif lebih 




rendah. Tujuannya adalah menekan biaya yang terjadi di level 
terbawah (dari unit ritel ke tangan konsumen) yang akan 
menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya produk 
yang tidak berasal dari proses integrasi vertikal. Transfer pricing 
dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha yang 
melakukannya, karena dapat meningkatkan volume penjualan. 
Melalui integrasi vertikal, pelaku usaha juga dapat melakukan 
subsidi silang antara perusahaannya. Manfaat subsidi silang 
didapat ketika pelaku usaha yang terintegrasi membebankan 
transfer pricing kepada anak perusahaannya yang berbeda 
(menjadi lebih murah) dibanding dengan biaya yang dibebankan 
kepada pelaku usaha yang berbeda di luar jaringannya. 
Kerugian akibat pembebanan harga subsidi atau harga yang 
lebih murah tersebut akan dikompensasi melalui keuntungan 
penjualan bahan baku ke pelaku usaha yang bukan merupakan 
jaringan integrasinya. Sementara pelaku usaha yang tidak 
terintegrasi dengan perusahaan tersebut akan menderita 
kerugian (riil maupun potensial), akibat adanya subsidi silang 
yang dilakukan oleh perusahaan pesaing yang terintegrasi 
tersebut. 
Integrasi vertikal karena alasan-alasan di atas pada dasarnya 
adalah integrasi vertikal yang wajar, karena didorong oleh keinginan untuk 
menekan biaya produksi. Dengan demikian, integrasi vertikal jenis ini akan 
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menguntungkan konsumen dan tidak menghambat persaingan. Tetapi 
pada sisi lain, apabila suatu perusahaan telah menguasai satu atau lebih 
tahapan vertikal, maka integrasi vertikal dapat membawa dampak anti-
persaingan, karena menutup pasar tersebut terhadap para pesaingnya, 
juga dapat digunakan untuk mencegah pesaing-pesaing masuk dalam ke 
dalam pasar yang sama. Motivasi integrasi vertikal yang berdampak 
negatif bagi perusahaan antarpelaku usaha seperti:21 
1) Diskriminasi harga 
Perusahaan dapat meningkatkan laba dengan melakukan 
diskriminasi harga, yaitu menjual suatu produk dengan harga 
yang berbeda tergantung elastisitas harga produk tersebut. 
Namun strategi ini akan gagal jika terdapat kemungkinan akan 
resale (pembeli yang memperoleh harga rendah menjualnya lagi 
ke pembeli yang bersedia membayar dengan harga yang lebih 
tinggi). Untuk menghindari resale ini perusahaan melakukan 
integrasi vertikal. Misalnya, dalam perkara Aluminium Company 
of America (Alcoa)22 memiliki kekuatan monopoli dalam 
produksi aluminium (jenis tertentu). Namun pasar aluminium ini 
dicirikan oleh elastisitas permintaan yang rendah, karena itu 
laba monopolistik yang diperoleh juga rendah. Di lain pihak 
pasar produk hilir industri aluminium dicirikan oleh elastisitas 
                                                          
21Ibid. 
22United States vs Aluminium Company of America, 148F 2d 416 (2d Cir 1945) dalam 
David Eliot Brody, Businessand Its Legal Environment, DC: Heath and Company, hlm. 361-362. 
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permintaan yang tinggi. Dengan demikian, terdapat insentif bagi 
Alcoa untuk melakukan integrasi vertikal, maka Alcoa dapat 
menjual aluminium dengan harga yang lebih tinggi di pasar yang 
elastisitas permintaannya tinggi. 
2) Integrasi vertikal untuk memonopoli industri 
Dua hal yang perlu diperhatikan yaitu suatu perusahaan 
memonopoli input penting bagi perusahaan-perusahaan di hilir 
dan produk tersebut tidak ada penggantinya. Dalam hal ini 
perusahaan yang memonopoli input tersebut tidak perlu 
melakukan integrasi vertikal karena perusahaan dapat 
menerapkan kekuatan monopolinya secara penuh. Bila produk 
penting di industri hilir dapat disubtitusi, maka terdapat alasan 
bagi perusahaan yang memonopoli industri hilir untuk 
melakukan integrasi vertikal. Dengan melakukan integrasi 
vertikal maka perusahaan tersebut memiliki keunggulan di 
banding perusahaan lain, karena perusahaan tersebut dapat 
memliki kombinasi input (input yang diproduksi sendiri dan input 
substitusi) yang paling efisien. 
3) Integrasi vertikal untuk menghindari monopoli ganda 
Misalnya, suatu perusahaan memonopoli industri hilir dan 
perusahaan lain memonopoli industri hulu. Monopoli ganda ini 
akan sangat merugikan ekonomi karena jumlah yang diproduksi 
akan jauh lebih sedikit baik di hilir maupun di hulu. Dalam hal ini 
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lebih baik jika industri hilir dan hulu tersebut dikuasai satu 
perusahaan. Dapat dibuktikan secara teoretis bahwa 
penghilangan monopoli ganda ini akan mengakibatkan output 
yang diproduksi industri hilir akan lebih besar, dan dengan 
demikian output yang diproduksi industri hilir akan meningkat 
juga, sehingga harga jualnya akan turun. 
4) Integrasi vertikal untuk menutup pasar 
Dapat didefinisikan sebagai perilaku bisnis (termasuk strategi 
integrasi vertikal) yang membatasi akses pembeli ke penjual 
atau membatasi akses penjual ke pembeli. Misalnya 
komputerisasi pemesanan tiket pesawat terbang di Amerika 
Serikat dikuasai oleh dua perusahaan penerbangan American 
Airlines dan United Airlines. Kedua sistem ini memberikan 
pelayanan pemesanan tiket bagi 70% pasar tiket pesawat 
terbang. Terlebih lagi, sistem tersebut melayani lebih banyak 
pemesanan tempat bagi dua perusahaan penerbangan tersebut 
dibanding perusahaan-perusahaan penerbangan saingan. 
Perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut melakukan 
penutupan pasar melalui komputerisasi pemesanan tiket. 
Oleh karena terdapat dampak negatif yang mungkin muncul dari 
suatu integrasi vertikal, maka UU No. 5 Tahun 1999 memasukkan 




“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk 
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa 
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 
pengolahan dan proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian 
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan 
masyarakat.” 
Dirumuskannya Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 secara rule of 
reason, dapat diartikan pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai 
produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi 
barang dan/atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi 
merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu 
rangkaian langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan 
kepentingan masyarakat. 
Kekhawatiran terhadap praktik integrasi vertikal terjadi karena 
adanya dampak terhadap kemungkinan terjadinyan ketertutupan pasar 
(market foreclosure). Ada kemungkinan, dengan integrasi vertikal, pelaku 
usaha dominan melakukan tindakan berupa pengkondisian pesaingnya 
agar tidak berdaya melalui mekanisme peningkatan biaya produksi 
pesaingnya tersebut. Misalnya, dengan melakukan praktik diskriminasi, 
hambatan vertikal atau bahkan melakukan penyalahgunaan posisi 
dominan. Dengan demikian, pendekatan yang harus dilakukan untuk 
menetapkan ilegal atau legalnya integrasi vertikal adalah pendekatan rule 
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of reason. Artinya, harus dapat dibuktikan apakah praktik integrasi vertikal 
tersebut diikuti oleh tindakan anti persaingan atau tidak.23 
B. Pendekatan “Rule of Reason” Dalam Hukum Persaingan Usaha 
1. Terminologi 
Dalam hukum persaingan usaha dikenal 2 istilah penting 
untuk menentukan suatu tindakan pelaku usaha telah melakukan 
pelanggaran, yakni rule of reason dan per se illegal. Rule of reason 
merupakan kebalikan dari per se illegal. Artinya, di bawah rule of 
reason, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang 
dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus 
mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan 
apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. 
Untuk itu disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan 
akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap 
persaingan bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak 
adil ataupun melawan hukum. Prinsip hukum per se illegal, antara 
lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni hambatan perdagangan 
dianggap merupakan illegal per se jika secara inheren bersifat 
antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan 
tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan 
persaingan.24 
                                                          
23 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70 
24 Bernard M., Kaplan, A Guide To Modern Business and Commercial Law Commerce, 
Clearing House, Inc, 1980., hlm. 1076 
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Ketentuan rule of reason tersebut yang membedakan 
dengan ketentuan per se illegal. Kata “per se” berasal dari bahasa 
latin, berarti by itself, in itself, taken alone, by means of itself, 
through itself, inherently, in isolation, unconnected with other 
matters, simply as such, in its own nature without reference to its 
relation.25 Apabila suatu aktivitas adalah jenis maksudnya dan 
mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahkan masuk 
akal atau tidaknya peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang 
seorang diadili) untuk menentukan bahwa peristiwa yang 
bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.26 
Prinsip ini dikenal dengan “per se doctrine”. Per se illegal, 
yang sering juga disebut per se violation, dalam hukum persaingan 
adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis 
perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/horizontal price 
fixing, atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren 
bersifat antikompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu 




                                                          
25 Black, Herry Campbell, 1990, Black’s Law Dictionary, Definition of the Terms and 
Phrases of American and English Jurisrudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minnesota, West 
Publishing Co., hlm. 1142 
26 Susanti Adi Nugroho,2014, Op.CIt., hlm. 693 
27Black, Herry Campbell. Loc.Cit.  
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2. Upaya Pemenuhan Konsep Dasar Keadilan dan Kepatutan 
dalam Penerapan Rule of Reason 
Kenyataan dalam kasus-kasus persaingan, penggunaan 
pendekatan rule of reason  tidak mudah untuk diterapkan. Karena 
tidak semua orang mempunyai persepsi yang sama terhadap 
pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak 
melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat argumentasi 
dan alasan rasional tindakannya. Banyak metode yang dicoba oleh 
para akademisi, ahli hukum persaingan dan praktisi hukum untuk 
menetapkan aplikasi ini, walaupun tidak bersifat mutlak. Oleh sebab 
itu, perdebatan masih tetap berlangsung dalam hukum persaingan 
ketika menentukan faktor “reasonableness” tersebut.28 
Penggunaan pendekatan per se illegal maupun rule of 
reason telah lama diterapkan dalam menentukan apakah suatu 
perbuatan menghambat persaingan. Akan tetapi, dalam 
penerapannya masih belum dapat menciptakan persamaan 
persepsi dalam menentukan suatu perbuatan mutlak melanggar 
ataupun dapat diputuskan setelah melihat argumentasi dan alasan 
rasional tindakannya. Banyak metode yang dicoba oleh para 
akademisi, ahli hukum persaingan dan praktisi hukum untuk 
menetapkan aplikasi ini walaupun tidak bersifat mutlak. Oleh sebab 
itu, selama ini, perdebatan masih tetap berlangsung terutama ketika 
                                                          
28American Bar Association, Section of Antitrust Law, Monograph 23, The Rule of 
Reason, 1999, hlm. 104. 
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menentukan ukuran faktor “reasonableness” tersebut yaitu dengan 
melihat faktor yang memengaruhi apakah suatu tindakan dengan 
melihat unsur alasan atau “reasonableness” dengan jalan 
mengevaluasi tujuan dan akibat dari tindakannya dalam suatu 
pasar atau proses persaingan.29 Hal-hal yang perlu diperhatikan 
ketika mengukur faktor reasonableness dalam suatu kasus adalah 
dengan melihat pada faktor-faktor:30 
1. Akibat yang ditimbulkan dalam pangsa pasar dan 
persaingan; 
2. Pertimbangan bisnis yang mendasari tindakan tersebut; 
3. Kekuatan pangsa pasar (market power);  
4. Alternatif yang tersedia (less restrictive alternative); dan 
5. Tujuan (intent). 
Substansi UU No. 5 Tahun 1999, mayoritas menggunakan 
pendekatan rule of reason. Substansi pasal-pasal UU  No. 5 Tahun 
1999 yang menggunakan pendekatan rule of reason tergambar 
dalam konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa 
tindakan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, akibatnya 
secara keseluruhan. Cara pembuktiannya adalah memenuhi unsur-
unsur yang ditentukan dalam undang-undang, apakah telah 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ataupun praktik 
persaingan usaha yang tidak sehat. 
                                                          




Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang 
digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat 
evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat 
menghambat atau mendukung persaingan.31 Perbuatan yang 
dilarang dengan rule of reason pada hukum persaingan di suatu 
negara tidak selalu sama dengan hukum persaingan di negara lain. 
Perbedaan bentuk larangan pada dasarnya dipengaruhi oleh 
pertimbangan-pertimbangan kepatutan dan keadilan, efisiensi dan 
kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat. Penggunaan 
pendekatan ini secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yakni 
bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, 
sehingga mengakibatkan efisiensi, yang pada akhirnya 
menimbulkan kerugian terhadap konsumen.32 Hal ini sesuai dengan 
tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999, antara lain adalah 
menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.33 
Substansi dan struktur UU Hukum Persaingan Usaha juga 
akan disesuaikan dengan tujuan undang-undang sebagaimana 
diisyaratkan oleh konstitusi negara. Sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 
                                                          
31 R. Sheyam Khemani and D. M. Shapiro, 1996, Glossary of Industrial Organization 
Economics and Competition Law, Paris: OECD, hlm. 51 
32 A. M. Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per 
se Illegal atau Rule of Reason, Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, hlm. 399. 
33 Hermansyah, 2009, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, hlm. 78 
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tetap mengacu kepada perekonomian yang berlandaskan dan 
berorientasi pada ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33. Pasal 33 
Ayat (1) dan Ayat (2) memberikan arahan bahwa tujuan 
pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan 
dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melalui pendekan 
kesejahteraan dan mekanisme pasar. 
Demikian halnya dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
mengandung ketentuan-ketentuan di mana pelaku usaha dianggap 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, 
yang ditinjau berdasarkan pendekatan per se illegal atau rule of 
reason. Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, terutama 
di Amerika Serikat, penilaian berdasarkan per se illegal dalam 
kenyataannya dapat berubah menjadi rule of reason atau 
sebaliknya, untuk mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha 
menghambat atau mendorong adanya persaingan. Oleh karena itu, 
untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan atau suatu 
perjanjian yang dilarang telah melanggar ketentuan hukum 
persaingan usaha, khususnya di Indonesia, undang-undang 
menggunakan pendekatan per se illegal dan rule of reason sebagai 
alat bukti.34 
                                                          
34Elysta Ras Ginting, 2001,  Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan 
UU No. 5 Tahun 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27 
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Kerangka dasar pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 bersifat 
per se illegal dan rule of reason, serta menggunakan instrumen 
kebijakan struktur (structure) sekaligus instrumen kebijakan perilaku 
(behavioral). Pendekatan menitikberatkan pada pengaturan pangsa 
pasar (market share) dan mengaitkannya dengan konsentrasi 
industri, sedangkan pendekatan perilaku dititikberatkan pada 
memerangi perilaku dan praktik bisnis yang bersifat anti-
persaingan, seperti upaya pelaku usaha memperoleh posisi 
dominan serta melalui kebijakan harga (pricing policy) dan praktik-
praktik bisnis lain yang cenderung bersifat anti-persaingan. 
Kadang kala pengadilan juga menentukan bahwa suatu 
perjanjian tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan secara per se 
illegal, akan diputuskan menjadi rule of reason. Contoh dalam hal 
ini adalah perjanjian vertikal, perjanjian non-price, di mana 
pemasok (supplier) melakukan perjanjian dengan pengecer 
(retailer) di suatu tempat dalam rantai distribusi untuk membatasi 
sesuatu selain harga. Untuk perjanjian tersebut tergantung kepada 
pemeriksaan awal dari suatu perjanjian. Suatu tying arrangement 
terjadi ketika penjual memperlakukan penjualan suatu produk 
tertentu (the tying product) dengan mensyaratkan pembelian 
produk lainnya (the tied product). Tying arrangement pada awalnya 
dianggap anti-persaingan, didasarkan pada teori bahwa penjual 
telah menggunakan kekuatan pasarnya dalam tying product untuk 
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memaksa konsumen membeli tied product. Hal ini dikenal sebagai 
“leverage theory”.35 Namun demikian, leverage theory memerlukan 
suatu pemeriksaan yang teliti, seperti yang sering dipertanyakan 
para komentator mengenai apakah konsumen dapat dipaksa dalam 
pembelian two tied product dengan harga lebih mahal dari pada 
jumlah masing-masing harga produk tersebut.36 Meskipun suatu 
perjanjian ditentukan dalam kategori per se illegal, namun jika 
penggugat dapat memberikan alasan-alasan pembenar yang 
bersifat pro-kompetitif atas tindakannya, maka perjanjian tersebut 
akan diputuskan berdasar rule of reason.  
The rule of reason merupakan “standar” yang membolehkan 
pengadilan untuk menilai ketidak-jelasan atau tingkatan-tingkatan 
dari pengaruh persaingan. Dalam menerapkan suatu standard of 
reason untuk menilai suatu kesepakatan terlarang yang dinyatakan 
sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain 
tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter (misalnya kekuatan) dari 
para pihak dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan 
tersebut. Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung Amerika 
menggunakan pendekatan rule of reason yang fleksibel, yang 
menentukan bahwa suatu undang-undang hanya menghukum 
perilaku yang unreasonable, namun belum terdapat standar yang 
                                                          




jelas untuk menilai hal itu.37 Penerapan the rule of reason 
merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyelidikan. 
Analisis diperlukan untuk menentukan praktik tertentu yang 
menghambat atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat 
tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah-
langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efisien) bagi 
masyarakat secara luas. Pendekatan tersebut juga kaya akan 
implikasi mengenai jenis-jenis analisis yang dibutuhkan untuk 
menjawab permasalahan, seperti reasonablesness yang 
sebelumnya tidak terpecahkan. Penyelidikan berdasarkan rule of 
reason adalah berkenaan dengan apakah perjanjian yang digugat 
merupakan sesuatu yang memajukan persaingan atau bersifat 
menghilangkan persaingan. 
a. Larangan yang Bersifat Rule of Reason 
Rule of Reason adalah suatu doktrin yang dibangun 
berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust 
Act oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pendekatan ini 
adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu 
perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun 
jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan 
tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu 
pelanggaran. Artinya, penerapan hukumnya tergantung pada 
                                                          
37Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, 1994, Antitrust Law and Economics, in a 
Nutshell, St. Paul Minnesota: West Publishing, Co., hlm. 24 
32 
 
akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah 
menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak 
sehat, karena titik beratnya adalah unsur material dari 
perbuatannya.38 Jadi penerapan hukum dalam pendekatan 
rule of reason mempertimbangkan alasan-alasan mengapa 
dilakukannya suatu tindakan atau perbuatan oleh pelaku 
usaha. 
Untuk menerapkan prinsip ini, tidak hanya diperlukan 
pengetahun ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap ilmu 
ekonomi. Dengan perkataan lain, melalui pendekatan rule of 
reason, apabila suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar 
hukum persaingan, maka pencari fakta harus 
mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan itu 
tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Dapat 
dikatakan bahwa rule of reason lebih memfokuskan kepada 
melihat akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan yang 
dilakukan. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu 
dipertimbangkan antara lain pada aspek ekonomi tertentu, 
dam fairness.39 Dengan demikian, hukum antimonopoli dan 
persaingan usaha ini, memliki karakter unik dengan lebih 
memfokuskan pada pendekatan ekonomi dalam 
penyelesaian sengketanya. Hakim harus dapat menganalisis 
                                                          
38 Susanti Adi Nugroho, 2014, Op.Cit., hlm. 711 
39 ELIPS Project, bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, Persaingan 
Usaha dan Hukum yang Mengaturnya, hlm. 63 
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berbagai faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan 
pasar untuk menghasilkan putusan yang dirasakan adil oleh 
masyarakat. 
Jadi, dalam teori rule of reason, pelaksanaaan dari suatu 
tindakan yang dilarang perlu dibuktikan lebih dahulu sampai 
seberapa jauh tindakan yang merupakan anti-persaingan 
tersebut akan berakibat kepada pengekangan persaingan 
pasar. Jadi, tidak seperti teori per se illegal, dengan 
memakai teori rule of reason tindakan tersebut tidak otomatis 
dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut 
kenyataannya terbukti telah dilakukan.40 Kecuali ditentukan 
sebagai per se illegal, berdasarkan doktrin per se, kepatutan 
atau ketidakpatutan dari hambatan perdagangan ditentukan 
secara rule of reason, kepatutan perdagangan ditentukan 
berdasarkan asas hukum dan kewajiban untuk menerapkan 
dan melaksanakan kepentingan umum yang termuat dalam 
peraturan perundang-undangan. 
b. Keunggulan dan Hambatan dalam Penerapan Rule of 
Reason 
Uraian mengenai penerapan per se rule dan rule of reason 
menunjukkan adanya dua pola yang ekstrem. Di satu sisi 
ada larangan yang tegas untuk melakukan perjanjian, 
                                                          
40 Munir Fuady, 2003, Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12 
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penggabungan, atau persekongkolan dalam perdagangan, di 
sisi lain secara eksplisit juga menentukan konsep kewajaran 
(reasonableness). Pemeriksaan mengenai kewajaran secara 
umum terfokus pada bagaimana suatu praktik usaha yang 
terlarang dapat memengaruhi persaingan, yakni apakah 
praktik tersebut merugikan atau mendukung persaingan, dan 
apakah terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan sebagai 
petunjuk dalam melakukan pemeriksaan. Masing-masing 
pola pendekatan tersebut mengandung keunggulan dan 
hambatan, yang menjadi bahan pemikiran untuk 
menerapkan salah satu pendekatan terhadap tindakan 
pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang 
Persaingan Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. 
Hambatan atas penerapan rule of reason adalah beban 
pembuktian yang berat dan biaya yang mahal yang harus 
ditanggung oleh pihak penggugat, sehingga suatu perjanjian 
yang berakibat anti-persaingan, biasanya masih dianggap 
sah berdasarkan rule of reason. Bagi perangkat peradilan 
diisyaratkan pengetahun teori ekonomi dan sejumlah data 
ekonomi yang kompleks, serta yang mengharuskan mereka 




Adapun keunggulan dari rule of reason adalah dalam 
penerapannya menggunakan analisis ekonomi untuk 
mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu 
apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi 
kepada persaingan.41 Keunggulan dari rule of reason adalah 
dapat dengan akurat dari sudut efisiensi menetapkan apakah 
suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. 
Adapun kekurangannya, penilaian yang akurat tersebut bisa 
menimbulkan perbedaan hasil analisis yang mendatangkan 
ketidakpastian. Kesulitan penerapan rule of reason antara 
lain penyelidikan akan memakan waktu yang lama, dan 
memerlukan pengetahuan ekonomi. Jadi, untuk menerapkan 
prinsip rule of reason yang diperlukan tidak hanya 
pengetahuan ilmu hukum, tetapi juga penguasaan ilmu 
ekonomi, dan dampaknya terhadap pasar, karena dalam 
banyak kasus bukan tidak mungkin perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku usaha itu secara ekonomi masih dapat 
dibenarkan. 
Adanya ketidakmampuan dalam memahami data dan teori 
ekonomi, mengakibatkan serangkaian keputusan yang 
kurang tepat dan tidak konsisten. Sebagai contoh, dalam 
suatu proses pembuktian, kadang kala data yang diperoleh 
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dari perhitungan pangsa pasar (market share) tidak selalu 
akurat, karena pada dasarnya terdapat berbagai bentuk 
pendekatan yang digunakan untuk mengukur pangsa pasar, 
yakni kinerja (performance), persaingan (rivalry), dan struktur 
(structure). Dalam kasus monopoli, biasanya langkah 
pertama adalah menentukan pasar produk dan pasar 
geografis, kemudian diikuti dengan presentase penjualan 
tergugat yang diperbandingkan dengan penjualan para 
pesaingnya. Pangsa pasar ini digunakan sebagai 
perhitungan kasar dari penguasaan pasar pihak tergugat, 
bersamaan dengan kemudahan untuk masuk, tersedianya 
barang pengganti, serta adanya faktor yang mengindikasikan 
apakah tergugat memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
harga dan mengurangi produk. Kadang kala juga diperlukan 
suatu “standard of reason”, guna menentukan apakah suatu 
perjanjian dianggap sebagai menghambat perdagangan 
yang didasarkan pada faktor-faktor: “...Purpose of 
arrangement, the character (i.e. power) of the parties, and 
the necessary effect of their actions...” seluruh proses 
pembuktian tersebut tentu saja akan membutuhkan waktu 
pemeriksaan yang teliti dan lama, serta biaya yang relatif 
mahal. Selain itu, para hakim (anggota komisi) diwajibkan 
memiliki pemahaman analisis ekonomi, guna mendapatkan 
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kesimpulan yang tepat, sehingga dihasilkan suatu keputusan 
yang dapat mendukung efektivitas penerapan undang-
undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Di samping itu, penerapan rule of reason merupakan 
perangkat peradilan meliputi proses litigasi yang akan 
membutuhkan biaya sangat besar. Hal ini umpamanya, 
dikemukakan oleh Phillip E. Areeda yang menyatakan 
bahwa  “...the courts reluctant to pay credence to non 
economic justifications for particular activities...”. Selain itu, 
terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa:42 
“... the information necessary to defeat a 
reasonableness defense usually is very difficult to 
obtain, it is expensive to obtain, and generally there is 
enough of a basis on which to show some business 
rationale that the plaintiff has a very hard and lengthy 
fight...” 
Keputusan pengadilan berdasarkan rule of reason akan 
menimbulkan biaya lain, seperti biaya hilangnya kesempatan 
pelaku usaha yang dipaksa untuk mengikuti proses 
persidangan yang relatif lama. Hal ini juga dikemukakan oleh 
seorang komentator yang menyatakan: 
“... Instead of spending their time devising practical 
and creative solutions to competition problems, 
managers are required to prepare for and attend 
depositions, assist in answering interrogatories, and 
review voluminous pleadings...” 
 
                                                          
42 Albert A. Foer, The Political Economics Nature of Antitrust, St. Louis University Law 
Journal, Vol. 27, hlm. 331. 
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3. Analisis Dalam Menentukan Suatu Tindakan Rule of Reason 
Suatu tindakan yang dinyatakan bersifat anti-persaingan 
(anti competitive behavior) serta akibat yang ditimbulkan pada 
proses persaingan tentu harus melewati beberapa acuan. Ukuran 
dari akibat anti-persaingan haruslah bersifat nyata dan substansial. 
Dalam hal ini terdapat ukuran yang digunakan dalam hukum 
persaingan yaitu melalui pembuktian yang sifatnya nyata anti-
persaingan (naked restraint), misalnya seperti penetapan harga, 
dengan melihat akibat yang ditimbulkannya pada persaingan dan 
dengan melihat tindakan atau hambatan yang dilakukan apakah 
akan mengakibatkan pelaku dapat menggunakan kekuatan 
pasarnya (market power) untuk menghambat persaingan.43 
Di samping itu dalam upaya untuk memudahkan penentuan 
ini, dalam perkembangannya, hukum persaingan juga 
menggunakan dichotomy model. Cara ini menerapkan pembatasan 
terhadap tindakan yang dilakukan dengan batasan yang jelas 
antara per se illegal dan rule of reason dan hasilnya dianalisis 
dengan membandingkan alasan dan konsekuensi yang 
ditimbulkannya. Pengadilan di Amerika Serikat juga mengenalkan 
analisis yang sifatnya menyeluruh dalam pendekatan rule of reason 
dengan mempertimbangkan faktor akibat secara komprehensif, 
apakah akibatnya menguntungkan ataupun menghambat 
                                                          
43 Susanti Adi Nugroho,2014, Op.Cit., hlm. 727-728 
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persaingan. Kemudian ketika menentukan apakah hambatan yang 
walaupun sifatnya telah nyata masuk dalam kategori naked 
restraint, pengadilan perlu adanya analisis yang komprehensif 
untuk melihat akibat yang ditimbulkannya dalam pasar. Oleh karena 
itu, diperkenalkan pendekatan yang disebut dengan “truncated 
analysis of rule of reason” atau disebut juga dengan “quick look 
test”. Sebagaimana analisis yang menggunakan per se illegal, test 
quick look lebih melihat pada sisi hambatan yang sifatnya terlihat 
sebagai anti-persaingan. Dalam hal ini pihak yang diduga 
melakukan pelanggaran akan diminta untuk membuktikan bahwa 
hambatan yang dilakukan tidaklah bersifat anti-persaingan, dan bila 
alasan pembenaran ini diterima, maka kemudian akan dilanjutkan 
dengan analisis yang menggunakan rule of reason.44 
Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 menggambarkan 
bentuk dari pendekatan per se illegal ini melalui pasal yang bersifat 
imperatif dengan interpretasi yang memaksa. Sebagai kebalikan 
dari pendekatan per se illegal maka pendekatan rule of reason 
menggunakan alasan-alasan pembenaran apakah tindakan yang 
dilakukan walaupun bersifat anti-persaingan tetapi mempunyai 
alasan pembenar menguntungkan dari pertimbangan sosial, 
keadilan ataupun efek yang ditimbulkannya serta juga unsur 
maksud (intent). Para ahli hukum persaingan mencoba untuk 
                                                          
44 American Bar Association, Op.Cit., hlm. 137 
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menganalisis bentuk pendekatan tersebut dalam berbagai 
pendekatan dengan tujuan untuk mempermudah menentukan 
apakah suatu tindakan jelas bersalah atau masih dapat diterima 
alasan pembenarannya. Berikut beberapa pendekatan yang pernah 
digunakan dalam menentukan rule of reason, diantaranya: 
a) Model Tradisional 6 Sel 
Mekanisme tradisional untuk menentukan kasus persaingan 
menentukan untuk melihat terlebih dahulu hubungan 
ekonomi antara kedua pihak, misalnya horizontal atau 
vertikal dan juga berdasarkan bentuk pembatasannya, 
seperti hambatan dalam bentuk harga, non-harga atau 
boikot. Tugas utama dalam menentukan model tradisional ini 
adalah dengan mengklasifikasikan hambatan diantara 
ketiganya. Pada awalnya harus dilihat apakah tujuan dari 
hambatan itu, apakah untuk menetapkan harga atau 
membagi wilayah? Bila klasifikasi hambatan telah 
dikategorikan dalam sel, maka standar aturan untuk 
menentukan tanggung jawab pun diberlakukan apakah per 
se illegal atau rule of reason. Bagaimanapun, kadang-
kadang aturan yang ada belum tentu dapat diberlakukan. 
Sering diartikan bahwa rule of reason akan lebih sering 
diberlakukan. Pada umumnya bila faktor ekonomi sedikit 
dirugikan dan keuntungannya lebih banyak bagi masyarakat 
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atau hambatannya cukup beralasan, maka rule of reason 
diberlakukan. Dengan kata lain, bila hambatan itu ilegal, 
maka akan lebih sering dikategorikan sebagai horizontal dan 
berhubungan dengan harga.45 
b) Rule of reason versi Hakim Old White-Brandeis 
Pendekatan konsekuensi yang menyatakan bahwa setiap 
hambatan harus mendapat evaluasi untuk setiap 
pertimbangan yang diberikan dengan melihat keseluruhan 
biaya sosial yang ditimbulkannya. Dengan melihat 
perbandingan biaya dan keuntungan, maka otoritas 
persaingan/peradilan dapat setidaknya mengukur beralasan 
atau tidak hambatan tersebut. Bila biaya dan keuntungan 
positif, maka hambatan itu dianggap beralasan, bila tidak 
maka dikategorikan sebagai tidak beralasan. Pendekatan ini 
tidak memiliki faktor relevan yang dapat ditetapkan ataupun 
dasar alasannya. Pendekatan ini dikatakan sebaga faktor 
konsekuensi, karena terfokus pada pertanyaan di mana 
peradilan melihat pada pertimbangan hasilnya (konsekuensi) 
dari hambatan baik atau merugikan. 
c) Direct-Indirect versi Hakim Peckham 
Hakim Peckham menetapkan standar bahwa bila hambatan 
itu bersifat mutlak atau langsung berakibat pada proses 
                                                          
45 Robert Bork, The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market 
Division, Yale Law Journal Vol. 75 Tahun 1966, hlm. 804 
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persaingan, maka dinyatakan dengan per se illegal. Bila 
sifatnya tambahan atau tidak langsung karena digunakan 
untuk kerja sama atau transaksi yang melibatkan para pihak, 
maka harus dinyatakan legal walaupun hambatannya 
bersifat tambahan (ancillary). Hakim Peckham menciptakan 
dikotomi yang tegas dan untuk menghindarkan akibat dari 
versi pendekatan ini, maka hanya dibutuhkan bahwa 
hambatan itu hanyaa bersifat tambahan dalam kerja sama 
atau transaksi. Dalam analisisnya Hakim Peckham sangat 
terfokus pada pendekatan per se illegal saja dan tidak 
melihat peluang adanya rule of reason.46 
d) Rule of reason versi Hakim Taft 
Hakim Taft menyarankan pendekatan Hakim Peckham tetapi 
dengan menegaskan bahwa hambatan yang bersifat 
tambahan (ancillary) harus tetap dievaluasi. Keduanya 
sama-sama setuju bahwa hambatan mutlak dan langsung 
akan diberlakukan pendekatan per se illegal. Pendekatan 
Hakim Taft adalah dengan mempertanyakan apakah setiap 
hambatan memiliki hambatan terhadap fungsinya. Bila ya, 
maka otoritas persaingan/peradilan harus menggunakan 
evaluasi penuh untuk rule of reason untuk menentukan 
apakah hambatan itu memang benar dan bila ya, kemudian 
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ditentukan apakah hambatan itu beralasan atau tidak. Bila 
hambatan tambahan tidak memenuhi syarat ketimbang 
menggunakan evaluasi rule of reason, maka digunakan per 
se illegal. Hakim Taft menggunakan pendekatan keduanya 
sekaligus tanpa membedakan formatnya yang vertikal, 
horizontal, harga atau non-harga atau boikot. Dibutuhkan 
hanya analisis mengenai fungsi dan evaluasi kemudian 
dimulai dari titik itu. 
e) Analisis presumptive (kemungkinan) 
Analisis ini berasal dari melihat deskripsi fakta berdasarkan: 
1. Fungsi ekonomi dari hambatan; 
2. Keberadaan hambatan yang sifatnya internal atau 
eksternal; 
3. Kedudukan para pihak yang relatif independen, 
dependen yang berhubungan dengan subjek hambatan; 
dan 
4. Bila memang sifatnya mutlak, apakah ada kekecualian 
yang diizinkan oleh undang-undang. 
Sama seperti pendekatan Hakim Peckham atau Taft, maka 
seluruh hambatan akan diberlakukan dengan pendekatan 
analisis untuk memutuskan apakah sifat hambatan itu mutlak 
atau tambahan. Hasil penting dari analisis ini adalah 
dibandingkan dengan selalu menyelesaikan apakah suatu 
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hambatan sifatnya tambahan (dengan alasan sesuai dengan 
versi Hakim Taft) atau tidak, maka jenis hambatan tambahan 
akan berhadapan dengan kemungkinan legal atau ilegal (per 
se illegal atau rule of reason). Hal ini akan mengurangi 
beban di mana suatu kasus memerlukan evaluasi 
keseluruhan dengan melihat faktor lain yaitu ekonomi, sosial, 
politik. Dalam pendekatan ini jelas kriteria bahwa setiap 
hambatan diartikan sebagai rule of reason. Bagaimanapun 
model ini juga mengenal bahwa hambatan tidak harus per se 
illegal tetapi juga berarti per se legal.  Beberapa hambatan 
dianggap legal karena undang-undang tidak mengaturnya 
(misalnya asuransi, buruh, usaha kecil dan menengah). 
Dengan melihat pendekatan ini dan mencermati bagaimana 
peradilan di negara yang telah memiliki undang-undang 
hukum persaingan lebih dahulu, maka sampai saat ini dapat 
dikatakan bahwa perdebatan mengenai standar 
“reasonableness” ataupun akibat sosial atau akibat yang 
ditimbulkan terhadap proses persaingan masih berlangsung 
f) Versi Hakim White 
Pernyataan Hakim White mengenai penggunaan rule of 





1. Adanya konsep per se rule 
2. Adanya maksud para pihak 
3. Akibat dari suatu perjanjian 
Ketiga pengujian ini sebaiknya lebih dipandang sebagai 
suatu pedoman dalam proses litigasi, daripada sebagai 
kriteria yang terpisah. Dalam pengertian yang luas, hanya 
terdapat satu pengujian yakni adanya dampak (akibat) dari 
suatu perjanjian (unsur yang ketiga). Adapun unsur lainnya, 
hanya merupakan jalan pintas untuk menemukan atau akibat 
dari perjanjian tersebut. Pandangan ini didukung pula 
dengan adanya suatu anggapan, bahwa berdasarkan 
pertimbangan dalam keputusan Standard Oil tersebut, 
Mahkamah Agung telah menggabungkan sepenuhnya 
gagasan, bahwa beberapa perjanjian harus dievaluasi 
berdasarkan Pasal 1 the Sherman Act dengan 
menggunakan standar kewajaran (reasonableness). 
Dengan demikian adanya suatu standarisasi pendekatan 
dengan melihat pada pengalaman peradilan di negara lain 
sebelumnya patut dipertimbangkan sebagai wacana. Misalnya 
faktor yang melihat akibat tindakan tersebut secara keseluruhan 
bagi proses persaingan, akibat sosial yang ditimbulkan, tujuan dari 
tindakan dan berbagai faktor lainnya. Di samping itu UU No. 5 
Tahun 1999 juga yang merupakan derivasi nilai dari UUD 1945 
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harus memasukkan unsur pertimbangan mengenai instruksi UUD 
yang memberikan tempat dan proteksi khusus kepada usaha kecil 
menengah ataupun koperasi dalam sistem perekonomian 
Indonesia.47 
a. Alat Uji Menentukan Rule of Reason 
Jika suatu kolaborasi mengandung sifat-sifat prokompetitif 
dan sekaligus antikompetitif maka rule of reason 
memungkinkan untuk diterapkan. Perilaku tersebut berlaku 
terhadap penyelidikan multi-faktor yang mempertanyakan 
hal. 
1) Apakah pembatasan perdagangan tersebut membatasi 
output dan menaikkan harga? 
2) Apakah manfaat efisiensi melebihi akibat antikompetitif 
yang mungkin timbul? 
3) Apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperlukan 
untuk mencapai tujuan efisiensi? Dengan demikian 
tampak bahwa rule of reason terutama memfokuskan diri 
secara langsung pada dampak terhadap kondisi 
persaingan dari perbuatan pembatasan yang diselidiki. 
b. Pertimbangan Ekonomis dalam Penerapan Rule of Reason 
Kemampuan hakim untuk mengidentifikasi pasar manakah 
yang rentan kolusi, dan pasar manakah yang telah diberikan 
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ciri oleh kolusi, akan secara signifikan memengaruhi 
kemampuan mereka untuk mengevaluasi pertukaran 
informasi yang tidak secara substansial memfasilitasi 
perjanjian atau mencegah kecurangan (seperti informasi 
tentang penjualan yang telah lalu dengan beberapa rentan 
waktu dan persediaan sekarang). Richard Posner menyusun 
daftar faktor-faktor yang bermanfaat untuk melihat kasus-
kasus seperti itu, yang mengingatkan bahwa keberadaan 
atau ketiadaan satu pun harus dianggap sebagai dispositif. 
Faktor-faktor yang memperkirakan bahwa suatu pasar 
rentan kolusi, dengan pertukaran informasi lebih mungkin 
untuk menyimpulkan adanya harga yang dikoordinasikan 
sebagai berikut: 
1) Terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli 
2) Konsumen tidak sensitif terhadap harga pada suatu 
tingkat persaingan tertentu. 
3) Untuk memasuki padar diperlukan waktu yang lama 
4) Barang-barang dibeli dan dijual dalam standar, sering 
kali terpola 
5) Biaya manufaktur sama 
6) Produk distandarisasi 
7) Derajat yang sama dari integrasi vertikal 
8) Hampir semua persaingan adalah berdasarkan harga 
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9) Permintaan statis atau menurun. 
Selain itu, Postner juga memberikan beberapa indikator 
yang dapat digunakan dalam menentukan apakah kolusi, 
baik eksplisit maupun diam-diam, benar-benar muncul di 
pasar tertentu, sebagai berikut: 
1) Pangsa pasar yang stabil 
2) Diskriminasi harga yang konsisten dan terus-menerus 
3) Variasi harga yang stabil atau pelelangan yang sama.48 
 
C. Konsep Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha 
Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang 
interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku 
perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Oleh 
karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan 
usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan 
pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan 
rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar. 
1. Konsep Biaya 
Pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya 
kesempatan. Konsep ini dipakai dalam analisis teori biaya produksi. 
Berikaitan dengan konsep tersebut, kita mengenal biaya eksplisit 
(explicit cost) dan biaya implisit (implicit cost). Biaya eksplisit adalah 
biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama melalui laporan 
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keuangan. Biaya listrik, telepon dan air, demikian juga pembayaran 
upah buruh dan gaji karyawan merupakan biaya eksplisit. Kita 
dapat melihatnya dalam laporan keuangan. Biaya implisit adalah 
biaya kesempatan (opportunity cost).49 
Konsep biaya ini terbagi atas:50 
(a) Biaya Tenaga Kerja: yaitu biaya yang harus dikeluarkan 
untuk menggunakan tenaga kerja per orang per satuan 
waktu. Harga tenaga kerja adalah upahnya (per jam atau per 
hari). Bagi ekonom upah tenaga kerja adalah biaya eksplisit, 
dengan asumsi upay yang dibayarkan adalah sama besar 
dengan upah yang diterima tenaga kerja bila bekerja di 
tempat yang lain. Asumsi ini terpenuhi di pasar tenaga kerja 
persaingan sempurna 
(b) Biaya Barang Modal; bagi ekonom biaya barang modal 
sebagai biaya implisit. Biaya ekonomi penggunaan barang 
modal bukanlah berapa besar pendapatan yang diperoleh 
bila mesin disewakan kepada pengusaha lain. Karena itu 
biaya barang modal diukur dengan harga sewa mesin. 
(c) Biaya Kewirausahawanan: yaitu orang yang 
mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk 
ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. 
Dalam upaya tersebut, dia harus menanggung resiko 
                                                          




kegagalan. Atas keberanian menanggung resiko, pengusaha 
mendapat balas jasa berupa laba. Makin besar (tinggi) 
resikonya, laba yang diharapkan harus semakin besar. 
Begitu juga sebaliknya. Pengertian laba yang digunakan 
ekonom adalah laba ekonomi (economic profit), yaitu 
kelebihan pendapatan yang diperoleh dibanding jika memilih 
alternatif lain. 
2. Pilihan-pilihan (Choices) 
Dalam setiap masyarakat selalu didapati bahwa kebutuhan 
manusia tidak terbatas banyaknya. Manusia tidak pernah merasa 
puas atas apa yang mereka capai dan mereka peroleh. Apabila 
keinginan sebelumnya telah tercapai, maka muncullah keinginan-
keinginan yang lain. Terbatasnya sumber daya yang tersedia 
dibandingkan dengan kebutuhan/keinginan menyebabkan manusia 
harus menentukan pilihan yang bersifat individual maupun 
kolektif.51 
3. Kelangkaan (Scarcity) 
Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka 
(scarce). Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan 
waktu. Sesuatu tidak akan langka kalau jumlah yang tersedia 




sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia dimana saja 
dan kapan saja.52 
4. Opportunity Cost 
Dalam melakukan pilihan, pasti akan muncul alternatif yang 
tidak terpilih. Tidak terpenuhinya alternatif yang tidak dipilih 
merupakan biaya yang muncul akibat dari “memilih”. Alternatif yang 
kita pilih adalah pilihan yang terbaik (paling tidak menurut kita). Kita 
sebut sebagai first best alternative. Alternatif terbaik berikutnya 
(yang tidak kita pilih) kita sebut sebagai second best alternative. 
Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan second best 
alternative disebut sebagai opportunity cost. Ilmu ekonomi 
memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pilihan yang 
dibuatnya berdasarkan pertimbangan untuk rugi, dengan 
membandingkan yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan 
diperoleh.53 
 
D. Tinjauan Umum Usaha Peternakan Ayam (Broiler) 
Ayam broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging adalah 
jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-banga ayam yang 
memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging 
ayam.54 Ayam broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem 
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Kamis, 19 Januari 2017. 
52 
 
berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik 
yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi 
faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas 
tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan 
pencegahan penyakit. Ayam broiler merupakan ternak yang paling 
ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki 
adalah kecepatan pertambahan/produksi daging dalam waktu yang relatif 
cepat dan singkat atau sekitar 4 - 5 minggu produksi daging sudah dapat 
dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam broiler antara lain 
pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi 
dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada 
usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. 
Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan 
upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap 
daging ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya 
industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm) yang 
memproduksi berbagai jenis strain.55 
1. Sejarah Perkembangan Ayam Broiler di Indonesia 
Perkembangan produksi ayam broiler di Indonesia sempat 
mengalami pasang-surut. Perkembangan tersebut dapat dikategorikan 
dalam tiga periode, yaitu:56 
 
                                                          





a) Periode Perintisan (1953-1960) 
 Pada periode ini diimpor berbagai jenis ayam untuk memenuhi 
pasar lokal, di antara jenis ayam yang diimpor adalah White 
Leghorn (WL), Island Red (IR), New Hampshire (NHS) dan 
Australop. Impor ayam tersebut dilakukan oleh GAPUSI (Gabungan 
Penggemar Unggas Indonesia). Aksi yang dilakukan adalah 
melakukan penyilangan antara ayam impor tersebut dengan jenis 
ayam kampung. Namun saat itu, tujuan penyilangan iu hanya 
sebagai kesenangan dan hobi, bukan untuk komersial. 
b) Periode Pengembangan (1961-1970) 
Impor bibit ayam secara komersial mulai digalakan pada tahun 
1967. Saat itu, Direktoran Jendral Peternakan dan Kehewanan saat 
itu menyusun program Bimas Ayam dengan tujuan 
memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas. Daging 
semakin sulit didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini 
dapat meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi 
per kapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, 
3,5gram/kapita/hari. 
c) Periode Pertumbuhan (1971-1980) 
 Impor bibit ayam secara komersial mulai digalakan pada tahun 
1967. Saat itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kehewanan 
menyusun program Bimas Ayam dengan tujuan memasyarakatkan 
ayam ras kepada peternak unggas. Daging semakin sulit 
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didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini dapat 
meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi 
perkapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, 3,5 
gram/kapita/hari. 
2. Usaha Ternak Ayam Broiler 
Ilmu usaha tani merupakan ilmu terapan yang membahas atau 
mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan sumber daya 
secara efisien pada suatu usaha pertanian, perikanan atau peternakan. 
Pengetahuan terapan tentang cara-cara petani atau peternak dalam 
menentukan, mengorganisasikan serta mengkoordinasikan penggunaan 
faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien sehingga memberikan 
pendapatan maksimal.  
Usaha tani pada skala yang luas umumnya bermodal besar, 
berteknologi tinggi, manajemennya modern, lebih bersifat komersial, dan 
sebaliknya usaha tani skala kecil umumnya bermodal pas-pasan, 
teknologinya tradisional, lebih bersifat usaha tani sederhana dan sifat 
usahanya subsiten, serta lebih bersifat untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Suatu usaha tani dikatakan 
berhasil apabila usaha tani tersebut dapat memenuhi kewajiban 
membayar bunga modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga luar serta 
sarana produksi yang lain termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga dan 
dapat menjaga kelestarian usahanya.  
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Usaha tani merupakan proses pengambilan keputusan tentang 
segala sesuatu yang akan dilakukan dalam usaha tani yang akan dan 
rencana-rencana usaha tani berupa pernyataan tertulis yang memuat 
sesuatu yang akan dikerjakan pada periode waktu tertentu untuk tujuan 
tertentu sehubungan dengan usaha tani-nya. Manfaat yang dapat diambil 
petani meliputi petunjuk yang akan dilakukan, pengurangan kesalahan, 
jaminan pelaksanaan, alat evaluasi, terjaminnya kontinuitas usaha.  
Beternak ayam ras pedaging lebih cepat mendatangkan hasil 
daripada beternak ayam buras. Pada umunya pemeliharaan selama 5-8 
minggu ayam broiler sudah mempunyai bobot badan antara 1,5-
2.8 kg/ekor dan bisa segera dijual. Dengan demikian perputaran modal 
berjalan dengan waktu yang tidak lama. Usaha ternak bertujuan untuk 
memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. Petani harus memperhitungkan setiap 
biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menentukan harga jual produksi. 
Biaya – biaya produksi yang dikeluarkan yaitu bibit, pakan, upah tenaga 
kerja, biaya pembelian dan pemeliharaan peralatan dan biaya sewa tanah. 
Usaha ternak akan layak diusahakan apabila nilai profitabilitasnya lebih 
besar dari tingkat bunga perbankan yang berlaku. Salah satu komoditi 
perunggasan yang memiliki prospek yang sangat baik untuk 
dikembangkan adalah peternakan, misalnya ayam ras pedaging karena 
didukung oleh karakteristik produknya yang dapat diterima oleh semua 
masyarakat indonesia. Usaha peternakan memerlukan modal yang besar, 
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terutama untuk pengadaan pakan dan bibit. Biaya yang besar ini sulit 
dipenuhi oleh peternak pada umumnya yang memiliki keterbatasan modal.  
Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, usaha 
peternakan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu:57 
a) Peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan 
komoditas pertanain terutama tanaman pangan, sedangkan ternak 
hanya sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan 
keluarga (subsiten) dengan tingkat pendapatan usaha < 30%. 
b) Peternakan sebagai cabang usaha, yaitu peternak mengusahakan 
pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari 
usaha ternak mencapai 30-70%. 
c) Peternakan sebagai usaha pokok, yaitu peternak mengusahakan 
ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan berkisar 
antara 70-100%. 
d) Peternakan sebagai industri dengan mengusahakan ternak secara 
khusus (specialized farming) dan tingkat pendapatan dari usaha 
peternakan mencapai 100%. Usaha peternakan komersil umumnya 
dilakukan oleh peternak yang memiliki modal besar serta 
menerapkan teknologi modern. 
Luas lahan berpengaruh terhadap skala usaha atau populasi ayam 
yang yang dipelihara, karena populasi ayam yang dipelihara disesuaikan 
dengan luas kandang yang akan dibangun. Peternak biasanya 




memanfaatkan lahan yang ada sehingga kandang-kandang yang 
dibangun terkesan dipaksakan tanpa memerhatikan jumlah ayam yang 
akan dipelihara. Ada 3 hal penting dalam usaha ternak ayam broiler yang 
harus ditangani secara ketat (rutin dan teliti), yaitu:58 
a. Pakan dan air 
b. Obat, vitamin, sanitasi, dan vaksin 
c. Perkandangan 
Ketiganya saling mendukung sehingga pelaksanaannya harus 
bersamaan. Bila tidak ada ketidaksempurnaan penanganan dari ketiga hal 
tersebut maka pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi performance 
sangat besar seperti tingkat konversi pakan menjadi rendah (efisiensi 
tinggi), pertumbuhan terhambat dan tingkat kematian tinggi 
 
3. Jenis Usaha Ayam Broiler59 
a) Peternak Mandiri 
Peternak non-mitra (mandiri) adalah peternak yang mampu 
menyelenggarakan usaha ternak dengan modal sendiri dan bebas 
menjual outputnya ke pasar. Seluruh kerugian dan keuntungan 
ditanggung sendiri. Pendapatan peternak ayam ras pedaging baik 
yang mandiri maupun pola kemitraan sangat dipengaruhi oleh 
kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi yaitu bibit ayam 
(DOC); pakan; obat-obatan, vitamin dan vaksin; tenaga kerja; biaya 
listrik, bahan bakar; serta investasi kandang dan peralatan. 





Peternak non-mitra prinsipnya menyediakan seluruh input produksi 
dari modal sendiri dan bebas memasarkan produknya. 
Pengambilan keputusan mencakup kapan memulai berternak dan 
memanen ternaknya, serta seluruh keuntungan dan risiko 
ditanggung sepenuhnya oleh peternak. Adapun ciri-ciri peternak 
mandiri adalah mampu membuat keputusan sendiri tentang: 
(1) Perencanaan usaha peternakan 
(2) Menentukan fasilitas perkandangan 
(3) Menentukan jenis dan jumlah sapronak (sarana produksi 
ternak) yang akan digunakan 
(4) Menentukan saat penebaran DOC dalam kandang 
(5) Menentukan manajemen produksi 
(6) Menentukan tempat dan harga penjualan hasil produksi 
(7) Tidak terikat dalam suatu kemitraan. 
Alasan peternak beralih menjadi kemitraan, yaitu: 
(1) Kekurangan modal usaha 
(2) Mengurangi risiko kegagalan/kerugian 
(3) Untuk memperoleh jaminan kepastian penghasilan  
(4) Untuk memperoleh jaminan kepastian dalam pemasaran 
(5) Untuk mendapatkan jaminan kepastian supply. 
Peternak mandiri prinsipnya menyediakan seluruh input 
produksi dari modal sendiri dan bebas memasarkan produknya. 
Pengambilan keputusan mencakup kapan memulai beternak dan 
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memanen ternaknya, serta seluruh keuntungan dan risiko 
ditanggung sepenuhnya oleh peternak. 
b) Kemitraan 
Kemitraan adalah pola kerjasama antara perusahaan 
peternakan selaku mitra usaha inti dengan peternak rakyat selaku 
mitra usaha plasma, yang dituangkan dalam bentuk ikatan 
kerjasama. Melalui kemitraan diharapkan terjadi kesetaraan 
hubungan antara peternak dengan mitra usaha inti sehingga 
memperkuat posisi tawar peternak, berkurangnya risiko usaha dan 
terjaminnya pasar yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan 
peternak. Kemitraan dimaksudkan sebagai upaya pengembangan 
usaha yang dilandasi kerjasama antara perusahaan dari 
peternakan rakyat dan pada dasarnya merupakan kerjasama 
vertikal (vertical partnership). Kerjasama tersebut mengandung 
pengertian bahwa kedua belah pihak harus memeroleh keuntungan 
dan manfaat.  
Peternak pola kemitraan (sistem kontrak harga) adalah peternak 
yang menyelenggarakan usaha ternak dengan pola kerjasama 
antara perusahaan inti dengan peternak sebagai plasma dimana 
dalam kontrak telah disepakati harga output dan input yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan inti. Peternak menerima selisih dari 
perhitungan input dan output. Peternak plasma yang mengikuti pola 
kemitraan cukup dengan menyediakan kandang, tenaga kerja, 
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peralatan, listrik dan air, sedangkan bibit (DOC), pakan dan obat-
obatan, bimbingan teknis serta pemasaran disediakan oleh 
perusahaan inti.  
Pada saat panen perusahaan inti akan memotong utang 
peternak plasma berupa DOC, pakan dan obat-obatan. Apabila 
terjadi kerugian, maka yang menanggung risiko adalah perusahaan 
sebatas biaya DOC, pakan dan obat-obatan. Plasma akan 
memperoleh bonus, apabila Feed Conversion Ratio (FCR) lebih 
rendah dari yang ditetapkan oleh inti. Sedangkan bagi peternak 
non-mitra, seluruh biaya operasi dan investasi serta pemasaran 
diusahakan sendiri.  
Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya 
kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika 
bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan 
harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut 
bersama sebagai titik-tolak dalam menjalankan kemitraan. 
Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari 
kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan 
semata atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan 
untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang 
bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, 
moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan 
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kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Suatu pola 
kemitraan yang ideal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
(1) Pola tersebut  mampu mengakomodasi kepentingan 
ekonomi peternak rakyat dan inti melalui secara progresif 
(2) Pola kemitraan mampu mencapai efisiensi dan perbaikan 
kinerja sistem secara keseluruhan 
(3) Mampu meredam gejolak yang bersumber dari faktor 
eksternal dan mengelola risiko yang mungkin timbul serta 
mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. 
Pola kemitraan ayam broiler tidak dapat dipisahkan dari sejarah 
perkembangan industri ayam broiler di Indonesia. Bahkan pola 
kemitraan tersebut dilahirkan dari sejarah industri ayam ras sebagai 
salah satu solusi untuk menciptakan harmonisasi antar pelaku 
ekonomi dalam industri ayam ras pedaging. Dalam usaha 
peternakan ayam rakyat khususnya untuk budidaya ayam ras 
kebijakan yang ditempuh adalah mengutamakan usaha budidaya 




                                                          







A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu 
penulis mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang 
dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.61 
Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku 
setiap orang. Penelitian ini menganalisis hubungan antara peraturan 
perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan perundangan-undangan dengan kebijakan pemerintah yang 
mengatur, serta menjelaskan dan membuktikan dugaan terjadinya 
integrasi vertikal peternakan ayam pada Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi 
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Kencana, Jakarta, hlm. 60 
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yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yakni peraturan 
mengenai integrasi vertikal pada usaha peternakan ayam.62 
2. Pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan kasus yang 
dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu 
yang sedang dihadapi, dan menjadi putusan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, baik berupa putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) maupun putusan pengadilan terkait 
integrasi vertikal. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan 
kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan 
hukum untuk sampai kepada suatu putusan.63 
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum 
relevan dengan isu yang dihadapi.64 Salah satunya pendapat ahli 
seperti Ketua KPPU dan ahli hukum Persaingan Usaha. 
 
C. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi ke 
dalam dua jenis, yaitu: 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan yang bersumber dari 
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dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 
karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk 
hukum negara. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundangan-undangan65 dan putusan-putusan hakim66 serta 
putusan perkara KPPU. Bahan hukum primer yang penulis 
gunakan, antara lain: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1967 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
1997 tentang Kemitraan 
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Pemberdayaan Peternak 
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 
tentang Budi Daya Hewan Peliharaan 
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h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
i. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Cara Pengawasan Penyelenggaraan 
Kemitraan 
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 
kepada penulis semacam petunjuk  ke arah mana penulis 
melangkah67 dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan merupakan semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti rancangan undang-
undangan, naskah akademik peraturan perundangan-undangan, 
hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.68 
Untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang telah 
diinventarisasi oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis juga 
memasukkan bahan pendukung.69 Bahan tersebut merupakan hasil 
wawancara dengan pihak instansi terkait dengan isu penelitian yang 
dikaji oleh penulis. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh penulis di 
Komisi Persaingan Usaha KPD Makassar. Selain itu, penulis juga 
menggunakan bahan non-hukum lainnya seperti ilmu ekonomi dasar. 
Penulis memandang perlunya bahan pendukung tersebut agar 
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memudahkan penulis dalam mengkaji rumusan-rumusan masalah 
penulisan penelitian ini, mengingat penentuan pelanggaran integrasi 
vertikal dalam persaingan usaha bersifat rule of reason, maka 
diperlukan pendekatan interdisipliner. 
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yakni 
melalui studi kepustakaan yaitu pangkajian informasi tertulis mengenai 
hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara 
meluas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 
Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam mengumpulkan 
bahan hukum yakni: 
a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, di mana bahan 
tersebut penulis peroleh dari perpustakaan, putusan-putusan 
pengadilan, putusan-putusan perkara KPPU, dan tulisan-tulisan 
hukum dari berbagai media elektronik yang resmi. 
b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan sesuai cakupan 
penelitian penulis dalam hal ini semua bahan hukum yang 
berkaitan integrasi vertikal dalam hukum persaingan usaha dan 
bahan hukum dan bahan non-hukum terkait usaha peternakan 
ayam berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan. 
c. Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-
doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian penulis. 
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d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh tersebut sesuai 
masalah dan tujuan penelitian. 
Selain metode studi kepustakaan di atas, maka penulis dalam 
memperkuat analisis bahan hukum, penulis juga akan melakukan 
wawancara dengan para pihak yang berkompeten terkait isu penelitian 
penulis. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Analisis hukum yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan 
deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan 
isu hukum yang penulis angkat dalam ruang lingkup dogmatif hukum70 
yang diperoleh dari hasil telaah aturan, kasus-kasus, dan konsep hukum  
kemudian dianalisis secara kualitatif  mengenai dugaan terjadinya 
integrasi vertikal usaha peternakan ayam pada Undang-Undang No. 8 
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
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A. Dugaan Terjadinya Integrasi Vertikal Usaha Peternakan Ayam 
yang Diakibatkan Pengaturan dalam UU No. 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 
1. Konsep Dasar Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan 
Hewan  
Keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) 
berupa sumber daya hewan merupakan modal untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat secara komprehensif dan berkeadilan. Tujuan dan 
cita Negara tersebut dapat tercapai dengan penyelenggaraan 
perekonomian secara demokrasi ekonomi. Dalam konsep Demokrasi 
Ekonomi yang dianut oleh Jimly Asshiddiqie, rakyat yang dipandang 
memiliki kedaulatan, dan konsep kedaulatan itu erat kaitannya dengan 
kemandirian. Karena itu, dalam pembukaan UUD 1945, perkataan 
“merdeka dan berdaulat” dirumuskan dalam satu rangkaian. Kedaulatan 
dan kemandirian suatu kolektivitas tentu harus dimulai dari kedaulatan 
dan kemandirian setiap individu yang terdapat dalam kolektivitas itu. 
Kedaulatan dan kemandirian setiap warga atas sumber-sumber daya 
ekonomi akan menyebabkan kolektivitas individu warga itu mampu 
bersikap mandiri, yang pada gilirannya akan membentuk sikap merdeka 
dan berdaulat atas sumber-sumber ekonomi kita sendiri dalam 
berhadapan dengan berbagai aktor di dunia perekonomian pada 
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umumnya.71 Jika konsep tersebut direalisasikan dalam suatu 
penyelenggaran usaha-usaha perunggasan, maka untuk mencapai 
kedaulatan ekonomi dalam bidang usaha peternakan ayam, tentu harus 
dimulai dengan kemandirian dan kedaulatan peternak-peternak ayam 
rakyat (mandiri). Dengan kemandirian dan kedaulatan individu tersebut 
akan menjadi benteng kokoh perekonomian usaha-usaha peternakan 
rakyat apabila diperhadapkan suatu persaingan pasar. Setelah 
tercapainya kedaulatan dan kemandirian ekonomi indidivu, barulah 
pengembangan ekonomi secara kolektivitas dalam bidang usaha 
peternakan ayam, baik dilakukan secara sektor perusahaan maupun 
secara kemitraan.  
Pada dasarnya Perekonomian Nasional disusun atas dasar 
ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang diilhami dan diprakarsai oleh 
Moh. Hatta. Konsep dasar ekonomi ini merupakan pengejawantahan dari 
makna demokrasi ekonomi yang termuat dalam konstitusi, yang 
memfokuskan rakyat sebagai basis penyelenggaraan ekonomi. Salah satu 
dari sekian banyaknya bentuk penyelenggaraan ekonomi secara 
kerakyatan adalah usaha peternakan ayam, yang mana secara holistik 
peternakan ayam ini lahir dari kebiasaan masyarakat (rakyat kecil) di 
pedesaan dalam hal pemeliharaan ayam kampung, sehingga berkembang 
pesat sampai sekarang ini dalam bentuk industrialisasi pula. Menurut 
konsep ekonomi tersebut, dapat dipahami bahwa basis rakyat sebagai 
                                                          
71 Jimly Asshiddiqie, Makalah: Demokrasi Ekonomi, diakses dari 
www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf pada selasa, 28 Maret 2017 
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penyelenggaraan perekonomian dalam hal ini peternak rakyat dicitakan 
dapat bertransformasi menjadi peternak industrialisasi, atau setidak-
tidaknya peternak yang dalam bentuk usaha penyedia kebutuhan 
konsumsi ayam di Indonesia. Makna “bertransformasi” tersebut 
menegaskan bukan hanya sekelompok usaha peternak ayam yang 
bertransformasi menjadi peternak berbasis industralisasi dan 
meminimalisir kesenjangan antara peternak ayam rakyat, sehingga tujuan 
kesejahteraan secara komprehensif dalam perekonomian, khususnya 
peternakan ayam dapat terwujud. 
Berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan yang berorientasi rakyat, 










Gambar 1.1. Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian 
Indonesia72 
                                                          
72 Juajir Sumardi, disampaikan dalam Seminar Video Conference Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, “Eksistensi Koperasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean Ditinjau dari Aspek Hukum 






Ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki peran andil dalam 
penyelenggaraan perekonomian nasional, terutama rakyat sebagai 
fondasi kekuatan ekonomi (economic power grand). Sejumlah kebijakan 
yang terkait dengan perekonomian seyogyanya mampu memberdayakan 
dan melindungi rakyat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara 
merata dan komprehensif, khususnya terkait segala peraturan dan 
kebijakan terkait dengan peternakan ayam yang berbasis kerakyatan. 
Selain itu, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mampu 
melindungi dan memberdayakan rakyat dalam penyelenggaraan 
perekonomian, tentunya akan berimplikasi pada kekuatan ekonomi negara 
yang semakin kuat karena telah terbangun kokoh atau berbasis rakyat, 
serta terwujudnya swasembada pangan dalam negeri, termasuk 
kebutuhan konsumsi ayam. 
Dalam melakukan pengkajian isu penulisan skripsi ini, yang mana 
mengkaji penyelenggaran usaha peternakan ayam dalam konteks hukum, 
penulis perlu menjelaskan senergitas Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi 
secara umum terlebih dahulu dengan mengkaitkan dengan 
penyelenggaran usaha peternakan ayam. Hal ini bahwa usaha peternakan 
ayam merupakan salah satu wujud perilaku manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang 
diinginkan. Sinergitas tersebut oleh Aristoteles memberikan penjelasan 
terhadap elemen-elemen yang bersinergi dikatakan sebagai sesuatu yang 
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berhubungan, memiliki keterkaitan dan saling terikat sebagai hakikat ilmu. 
Elemen-elemen tersebut ialah:73 
1. As the double stands to the half and the threefold to the third; more 
generally, in the way that anything that is many times something 
stands to that thing divided many times and which what has an 
excess stands to that over which it has axcess. 
2. As what heats stands to what is heated, what cuts to what is cut 
and, more generally, what produces to what is acted on. 
3. As what is measurable stands to the measure, what is knowable to 
knowledge and what is perceptible to perception. 
Interaksi keilmuan semacam ini dikatakan Aristoteles sebagai sifat utama 
keilmuan, sangat penting untuk mengungkapkan semuanya itu sebagai 
satu kesatuan yang utuh dalam berpikir filosofis.74  
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang 
menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak 
dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai persamaan dan 
keterikatan di dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (scientific 
theories of behavior). Menurutnya, ilmu ekonomi menyediakan acuan 
normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum 
                                                          
73 Aristoteles dalam Fajar Sugianto, 2014, Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke-





bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun 
berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting.75  
Selanjutnya, terhadap efikasi hukum melalui pendekatan ekonomi 
kepada hukum normatif, H.L.A Hart sebagai legenda legal positivism 
dalam teorinya mengembangkan the command theory dalam usahanya 
menegakkan kepastian hukum, dan teori-teori John Rawls dalam 
usahanya mendapatkan keadilan dalam hukum.76 Dalam konteks 
penyelenggaraan peternakan ayam, dengan pendekatan kedua disiplin 
ilmu tersebut (hukum dan ekonomi) dapat menegakkan kepastian dalam 
penyelenggaran peternakan ayam dengan berbagai regulasi dan 
kebijakan yang juga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam 
perekonomian. Artinya bahwa seyogyanya setiap pengaturan dan 
kebijakan menciptakan kepastian hukum dalam usaha peternakan ayam. 
Selain itu, menurut teori ini dapat menciptakan keadilan dalam usaha 
peternakan ayam bagi peternak-peternak.  
Hukum dan Ekonomi secara normatif melihat hukum dalam konteks 
peraturan hukum tidak jauh berbeda dengan teori John Rawls yang 
mengidentifikasikan empat konsep, yaitu:77 
1. Law must be capable of being complied by those to whom it is 
addressed; 
                                                          
75 Ibid., hlm. 36 
76 Fajar Sugianto, 2013, Economic Approach to Law, Seri II, Jakarta: Kencana., hlm. 68 
77 Richard A. Posner dalam Fajar Sugianto, Ibid., hlm. 68-69 
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2. Law must treat equally those who are similarly situated with respect 
to a given legal rule; 
3. Law must be public; and 
4. Law must provide a means for determining the truth of any facts 
necessary to the application of a legal rule. 
Teori Rawls ini bersumber dari pemikiran Hart melalui the 
command theory, bahwa teori perintah akan memaksa manusia untuk 
menyesuaikan diri dengan hukum. Merujuk dari pemikiran tersebut, 
peraturan hukum dalam suatu sistem hukum terbagi dalam dua kelompok 
utama, yaitu primary rules yang pada dasarnya mengatur tindakan 
manusia, dan secondary rules ditetapkan untuk menetapkan tujuan 
pembentukan, pemberlakuan, dan mengelola primary rules tersebut. 
Selanjutnya, ilmu ekonomi memandang usaha peternakan ayam 
merupakan sebagai salah bentuk tindakan-tindakan manusia dalam 
memenuhi kebutuhan mereka dan pola perilaku dalam mempertahankan 
diri dalam persaingan usaha mereka, sehingga dengan suatu peraturan 
ataupun kebijakan dalam usaha peternakan ayam akan sangat 
mempengaruhi pola perilaku peternak dalam menyelenggarakan 
peternakan mereka masing-masing. Oleh karena itu, seyogyanya dalam 
perancangan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan 
dapat menciptakan suatu hukum yang dicitakan dari segi kepastian, 
keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu yang kemudian dikaji dalam 
penulisan skripsi ini, penulis memandang ada bentuk inkonsistensi 
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pengaturan hukum dalam usaha peternakan ayam nasional yang berujung 
kepada ketidak-pastian dan juga berimplikasi kepada ketidak-adilan, yakni 
antara undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
dengan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. 
Secara historistik, pengaturan hukum penyelenggaraan peternakan 
hewan diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, dengan berorientasi pada tujuan utama penambahan produksi 
untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat 
memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi 
seluruh rakyat Indonesia secara adil merata dan cukup.78 Upaya 
pemenuhan kebutuhan pangan tersebut dilaksanakan melalui sinergitas 
pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Ayat  (3), bahwa 
pemerintah mendorong dan mengutamakan terlaksananya swadaya 
rakyat yang bersangkutan. Dalam undang-undang tersebut terlihat adanya 
concern pemerintah untuk menggerakkan economic power rakyat dalam 
peternakan hewan, yang salah satunya usaha peternakan ayam.  
Ada beberapa bidang usaha yang menurut undang-undang ini 
bertujuan untuk merombak sistem peternakan yang ekstensif menjadi 
menjadi sistem peternakan yang intensif, baik kuantitatif maupun kualitatif, 
diantaranya: 
a) Peningkatan hasil perkembangbiakan ternak; 
                                                          
78 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 
76 
 
b) Perbaikan mutu; 
c) Perbaikan situasi makanan ternak; 
d) Perbaikan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak baik 
untuk keperluan konsumsi maupun industri dan keperluan lain-
lainnya; 
e) Perwilayahan ternak dan usaha penyaluran ternak dan bahan-
bahan berasal dari ternak; 
f) Pemeliharaan kesehatan hewan. 
Tentu dalam perombakan sistem tersebut, tidak hanya melibatkan 
pemerintah secara independen sebagai aktor penyelenggara peternakan, 
tetapi juga melibatkan swasta dan rakyat sebagai basis tercapainya tujuan 
hukum tersebut. Terlihat upaya pemerintah saat itu, ingin memberdayakan 
dan meningkatkan pelaku-pelaku usaha peternakan rakyat. Hal ini sejalan 
dengan konsep demokrasi ekonomi menurut Jimly, yang menekankan 
pada fokus atau memperioritaskan penguatan ekonomi berbasis 
kedaulatan rakyat. 
Salah satu amanah terpenting dalam undang-undang ini, 
pemerintah memberikan pimpinan dan bimbingan dalam menggerakkan 
swadaya rakyat, dengan mengadakan pendidikan, penelitian, dan 
penyuluhan. Dalam ruang lingkup pendidikan, pemerintah 
memberdayakan kader-kader peternakan, sebagaimana yang dimaksud 
dalam undang-undang tersebut bahwa kader peternakan adalah mereka 
yang memelihara hewan terutama di desa-desa, kepada siapa diberikan 
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latihan khusus dalam bidang pelaksanaan peternakan dan pemeliharaan 
kesehatan-hewan untuk menjadi penggerak massa dalam terlaksananya 
Swadaya Rakyat dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan di 
tempat masing-masing.  
Usaha peternakan ayam dalam pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan 
dan Kesehatan Hewan, menunjukkan suatu upaya penguatan sektor 
ekonomi nasional dengan memberdayakan rakyat-rakyat sebagai pelaku 
utama. Tidak hanya sekedar pemberdayaan peternak rakyat menjadi 
concern dari undang-undang ini, industrialisasi dalam sektor peternakan 
ayam merupakan tujuan utama peternakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 
8 huruf b yang menegaskan salah satu tujuan peternakan yaitu: 
“mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan 
perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak”. Dengan basis 
rakyat sebagai pelaku ekonomi dapat menciptakan kekuatan ekonomi 
nasional yang berakar melalui pengembangan industrialisasi peternakan 
ayam oleh rakyat secara komprehensif. Lebih lanjut, perwujudan 
kesejahteraan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini yakni 
meningkatkan penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-
peternak.79 Oleh karena itu usaha ternak akan meningkatkan pendapatan 
Rakyat dan Negara yang antara lain disebabkan terbukanya jalan untuk 
memperluas industri dan perdagangan ternak dan bahan asal dari ternak, 
                                                          
79 Lihat Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 
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sehingga secara menyeluruh akan menaikkan pendapatan nasional per 
kapita. 
Berdasarkan undang-undang ini bentuk usaha peternakan terdiri 
dari: 
1) Peternakan rakyat; 
2) Perusahaan peternakan. 
Peternakan rakyat ialah peternakan yang diselenggarakan oleh rakyat 
antara lain petani di samping usaha pertanian. Bentuk peternakan ini tidak 
dapat dipisahkan dengan pertanian dalam arti luas. Semangat menuju 
perekonomian yang kokoh melalui usaha peternakan ayam terlihat dalam 
peraturan tersebut (UU No. 6 Tahun 1967), dengan pemerintah 
mengupayakan sebanyak-banyaknya penyelenggara peternakan. Untuk 
peternakan rakyat beberapa fasilitas diberikan oleh pemerintah untuk 
menunjang pelaksanaan usaha peternakan, seperti fasilitas perkreditan. 
Selain itu, bentuk badan usaha yang menjadi prioritas pengembangan 
usaha peternakan yaitu koperasi-koperasi, dimana sejatinya bentuk 
perekonomian nasional adalah asas demokrasi ekonomi yang 
mengedepankan sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan. 
Perusahaan peternakan ialah peternakan yang diselenggarakan 
dalam bentuk suatu perusahaan secara komersil serta dilakukan di tempat 
yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur 
dan diawasi oleh peternak-peternak. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 
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Ayat (1) bahwa, “Pemerintah mengatur, membina, membantu, dan 
mengawasi pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan bahan-
bahan yang berasal dari ternak”. Makna dari ketentuan tersebut adalah 
untuk meminimalisir adanya penguasaan sektor usaha peternakan tanpa 
pengembangan dan pemberdayaan peternak rakyat. Berdasarkan 
penjelasan Pasal 15 tersebut, bahwa “industri peternakan meliputi industri-
industri pengolahan, pengawetan, pengepakan dan pengalengan dari 
pada bahan makanan manusia atau ternak yang berasal dari ternak. 
Industri pengolahan dalam ayat ini mempunyai arti yang luas, yakni tidak 
hanya pengolahan dalam arti sebenarnya, melainkan juga pengawetan, 
pengepakan dan pengalengan bahan yang dimaksud itu.” 
Adanya bentuk segmentasi proses produksi di antara kedua pelaku 
usaha peternakan berdasarkan undang-undang tersebut, dimana untuk 
industri peternakan (perusahaan peternak) dibatasi penguasaan 
rangkaian produksi yang hanya terdiri dari pengolahan dan pemasaran 
hasil ternak, dalam konteks usaha peternakan ayam, hanya meliputi 
pengolahan ayam dan pemasaran produksi. Perusahaan-perusahaan 
usaha peteranakan ayam tidak dapat melakukan produksi ayam dalam 
bentuk rangkaian produksi budidaya. Pemerintah melalui regulasi ini 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peternak rakyat untuk 
mengembangkan dan meningkatkan pola produksi melalui budidaya 
sehingga dapat mewujudkan kesejahtraan bagi rakyat. Bentuk sinergitas 
antara pelaku usaha peternakan ayam (pemerintah, rakyat, dan swasta) 
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merupakan kunci utama dalam mencapai usaha peternakan yang 
berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan serta menuju industrialisasi 
peternakan ayam secara kontinu. 
Pada tahun 2009 menjadi suatu angin segar bagi kalangan 
peternak-peternak nasional, untuk pertama kalinya pengaturan 
perundang-undangan tentang peternakan dan kesehatan hewan yang 
selama 42 tahun pemberlakuannya akhirnya direvisi secara menyeluruh 
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009, diperlukan pola 
penyelenggaraan peternakan dengan pengembangan wawasan dan 
paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan 
pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat 
sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan 
bangsa lain yang lebih maju. Terlihat dari tujuan akhir diundangkannya 
peraturan tersebut, untuk menciptakan daya saing yang kuat dalam usaha 
peternakan, termasuk usaha peternakan ayam. Oleh karena itu, tiap-tiap 
pelaku / peternak dituntut untuk mampu berdaya saing melalui UU No. 18 
Tahun 2009. Cita-cita ekonomi nasional yang dituangkan melalui undang-
undang tersebut dapat tercapai dengan menjaga kestabilan perekonomian 
nasional. Hal ini penting bagi hukum untuk menentukan aspek-aspek 
penting dalam praktik hukum yang tepat (proper legal practice) di dalam 
kinerja perekonomian, karena hukum yang solid seharusnya berfungsi 
membantu negara dan masyarakatnya mencapai cita-cita. Ketika hukum 
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seperti ini ada, hukum berfungsi sebagai alat social (law is control of 
social) yang mempromosikan efisiensi ekonomi, sehingga kegiatan hukum 
berjalan senada dengan praktik-praktik sosialnya.80 Dalam mencapai cita-
cita ekonomi tersebut, tentunya tetap memperhatikan langkah dan strategi 
pelaksanaan suatu aturan hukum dengan tidak menciderai hak-hak dasar 
rakyat/masyarakat, terutama rakyat sebagai pelaku ekonomi. Kemudian, 
cita ekonomi tersebut menjelma menjadi suatu cita hukum dalam 
masyarakat yang akan menjadi pedoman dalam mencapai cita ekonomi 
tersebut. 
Cita hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, seyogyanya ditopang 
oleh kehadiran tiga nilai dasar (Grundwerten), yaitu Keadilan 
(Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmaeszigkeit), dan kepastian hukum 
(Rechtssicherkeit).81 Dalam perkembangan hukum modern menunjukkan 
sering kali adanya benturan di antara tujuan hukum tersebut, misalnya 
antara kepastian hukum dengan keadilan, keadilan dengan kemanfaatan, 
dan kepastian hukum dengan kemanfaatan. Namun dalam penulisan 
skripsi ini, penulis akan mengantar pada suatu kajian kepastian hukum 
dalam usaha peternakan ayam dengan berbagai regulasi yang telah 
ditetapkan serta ketidakpastian dalam regulasi yang berujung kepada 
ketidakadilan. 
                                                          
80 Fajar Sugianto, 2013, Op.Cit., hlm. 93 
81 Radbruch dalam Ahmad Ali, Op.Cit., hlm. 292 
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Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian 
hukum, diantaranya sebagai berikut.82 
a) Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan 
(gesetzliches recht) 
b) Hukum didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan 
tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti 
“kemauan baik”, “kesopanan” 
c) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah 
dijalankan 
d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-diubah. 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan merupakan hukum positif yang berdasarkan fakta 
dalam penyelenggaran usaha peternakan hewan, salah satunya usaha 
peternakan ayam. Dalam mencapai kepastian hukum, usaha peternakan 
hewan tinjau dari segi fakta dalam hal pola pelaksanaan peternakan di 
masyarakat, apakah telah mencapai efisiensi ekonomi ataupun cita hukum 
yang diidamkan. Secara de facto, penyelenggaran usaha peternakan 
ayam tidak hanya bertaut atau concern pada mencapai cita hukum 
semata yang dimuat sesuai undang-undang bersangkutan, tetapi hukum 
melihat bagaimana efektivitas suatu undang-undang tersebut, yang 
nyatanya dalam penyelenggaraan peternakan ayam selama ini telah 
                                                          
82 Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, hlm. 136 
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melahirkan peternak-peternak yang saling bersaing secara kompetitif 
untuk memenuhi kesejahteraan secara individual maupun kolektif. Tentu 
perilaku-perilaku peternak-peternak kompetitor tersebut tidak boleh luput 
dari hadirnya hukum, dan mencegah adanya potensi-potensi praktik-
praktik yang saling menguras hak-hak dasar rakyat, khususnya peternak 
rakyat. Oleh karena itu, kepastian hukum harus mampu menciptakan 
suatu sistem secara menyeluruh bukan hanya kepastian dalam satu 
kepentingan ataupun satu sektor semata.   
Sejak awal pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menghadirkan isu 
dogmatik yang menjadi perbedaan pemaknaan suatu pengaturan yang 
akan berimplikasi pada kekeliruan kelak dalam pelaksanaan suatu 
undang-undang. Judicial review, merupakan salah satu bukti perbedaan 
penafsiran terhadap UU No. 18 Tahun 2009 tersebut. Adanya ketidak-
jelasan suatu norma menjadikan salah satu legal standing pengajuan 
pengujian norma tersebut di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang 
peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) ini telah tercatat sebanyak 4 
(empat) kali diperkarakan di lembaga guardion of constitution dengan 
nomor perkara yang berbeda, yaitu:83 
1) Nomor 137/PUU-VII/2009, terhadap Pasal 44 Ayat (3), Pasal 59 
Ayat (2), (4), dan Pasal 68 Ayat (4) yang diajukan oleh 
                                                          
83 Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa, diakses dari 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=petern
akan+dan+kesehatan+hewan pada hari sabtu, 15 April 2017. 
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Perkumpulan Institute fo Global Justice (IGJ), PDHI, GKSI, WAMTI, 
SPI, YLKI, KPA, Teguh Boediyana, Asroul Abidin, Achmad, 
Suryarahmat, H. Asnawi, I Made Suwecha, Robi Agustiar, A. 
Warsito, Sukobagyo Poedjomartono, Purwanto Djoko Ismail, Elly 
Sumentarsih, dan Salamuddin. Amar Putusan dikabulkan sebagian. 
2) Nomor 2/PUU-IX/2011, terhadap Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (4) 
yang diajukan oleh Deni Juhaeni, I Griawan Wijaya, Netty Retta 
Herawaty H, dan Bagus Putu Mantra. Amar Putusan Dikabulkan. 
3) Nomor 177/PUU-XIII/2015, terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 30 
Ayat (2) yang diajukan oleh Aswhin Pulungan, H. Waryo Sahru, AA. 
Suwargi, dkk yang masing-masing tergabung dalam Persatuan 
Peternak Unggas Indonesia (PPUI). Amar Putusan menolak 
seluruhnya. 
4) Nomor 129/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 36C Ayat (1) dan Ayat 
(3), Pasal 36D Ayat (1), dan Pasal 36E Ayat (1) yang diajukan oleh 
Teguh Boediyana, dr. drh. Mangku Sitepu, Drs. Dedi Setiadi, Gun 
Muhamad Lutfi Nugraha, S.Sos, Muthowif, S.H., M.H., Dr. Ir. H. 
Rachmat Pambudy. Amar Putusan mengabulkan permohonan 
untuk sebagian. 
Kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan UUPKH 
mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, setelah perkara nomor 2/PUU-
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IX/2011. Perubahan tersebut masih saja menyisakan perdebatan 
pemaknaan atau penafsiran dalam pelaksanaannya, terlihat dengan 
adanya dua perkara yang diuji materi setelah perubahan (nomor 
177/PUU-XIII/2015 dan nomor 129/PUU-XIII/2015). 
Dengan diputuskannya perkara judicial review nomor 177/PUU-
XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) 
yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan ditolak 
seluruhnya, masih menuai perdebatan isu dogmatik, terutama asas hukum 
yang terkandung dalam UUPKH Pasal 2 Ayat (1). Suatu ketentuan hukum 
(apalagi asas hukum) akan membentuk struktur dasar dalam pola perilaku 
masyarakat yang menjadi acuan pemenuhan kebutuhan mereka serta 
akan berimplikasi kepada konsepsi ekonomi mereka, seperti 
penyelenggaraan usaha peternakan ayam. Di mana dalam ketentuan 
tersebut memberikan opsional bagi peternak dalam menyelenggarakan 
usaha ternaknya yaitu: secara “tersendiri” atau “terintegrasi”. Hal demikian 
merupakan pilihan (choices) yang mana dalam ilmu ekonomi pilihan bagi 
pelaku ekonomi yang akan ditempuh untuk mencapai pilihan terbaik (best 
choice). 
Peternak-peternak ayam sebagai salah satu makhluk rasional, 
pilihan yang akan dipilihnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, 
kelebihan-kekurangan, kemampuan-keterbatasan, sesuai dengan tingkat 
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rasionalitasnya itu, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan 
dan hasil yang akan diperoleh. Selain membuat keputusan terhadap 
pilihannya itu, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mencari 
alternative terbaik berikutnya (the next best alternative) yang terbatas. 
Usaha dan kemampuan semacam ini dapat dikatakan sebagai 
peningkatan (maximizing). “Choosing the best alternative that constraint 
can be described as maximizing”.84 Dari kedua pilihan (sendiri atau 
integrasi) tentunya memberikan konsekuensi dan implikasi yang beragam 
pula dalam penyelenggaraan peternakan ayam. Konsekuensi dan 
implikasi tersebut berdampak pada peternak secara individual dan kolektif, 
sehingga dalam mencapai laba usaha peternakan ayam secara tersendiri 
maka berdampak pada peternak secara individu. Begitu pun jika usaha 
peternakan ayam dilakukan secara terintegrasi dampaknya dapat bersifat 
kolektif. 
Daya saing yang menjadi tujuan pembentukan UUPKH, harus 
mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik usaha peternakan 
yang dilakukan secara tersendiri maupun terintegrasi serta tidak saling 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh 
karena itu, dalam perancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan sinkronisasi 
                                                          
84 Robert Cooter & Ulen, 2008, Thomas, Law & Economics. 5th Edition. London: Pearson 
Addison Wesley., hlm. 3 
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peraturan perundangan-undangan terkait sebagai bahan pertimbangan, 
diantaranya:85 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peindustrian; 
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 
Ikan, dan Tumbuhan; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Covention on Biological Diversity (CBD); 
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Estabilishing the World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
                                                          
85 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan., hlm. 3 
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13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan 
Protokol Kartagena; 
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana; 
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan 
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan UUPKH, nampaknya 
UUPKH yang orientasinya pada daya saing, tidak menjadikan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pertimbangan penyusunan 
UUPKH. Padahal perkembangan usaha peternakan selama ini telah 
mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dan tidak dapat dipungkiri 
akan tercipta persaingan yang kian ketat pula. 
Menurut Penulis, dengan tidak dijadikannya UU No. 5 Tahun 1999 
sebagai salah satu bahan pertimbangan dan analisis peraturan 
perundang-undang terkait dalam perancangan undang-undang No. 18 
Tahun 2009, merupakan upaya untuk menghindarkan kewenangan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan UU No. 5 Tahun 1999 
terhadap undang-undang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan 
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pengecualian yang dimuat Pasal 50 huruf a meliputi salah satunya 
“perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Jika misalnya dalam usaha 
peternakan ayam yang diatur melalui UU No. 18 Tahun 2009 mengatur 
dan membenarkan adanya bentuk penyelenggaraan peternakan secara 
terintegrasi vertical melalui kemitraan, maka hal tersebut tidak dapat 
digolongkan sebagai bentuk integrasi vertikal menurut UU No. 5 Tahun 
1999 karena penyelenggaraan peternakan secara terintegrasi melalui 
kemitraan merupakan wujud pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2009 yang 
dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun 1999. 
Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana perilaku 
manusia menentukan pilihan.86 Ilmu ekonomi secara luas merupakan ilmu 
sosial yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat di 
dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Tujuannya 
untuk memprediksi kejadian-kejadian ekonomi dan untuk menyusun 
strategi yang dapat menghindari atau membenarkan permasalahan 
ekonomi tersebut. Menurut Abdurachman, ilmu ekonomi (economics) 
adalah suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia akan 
memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan.87 Hal ini 
termasuk peternak-peternak ayam dalam menentukan pilihan dalam 
mencapai dan memenuhi kebutuhan mereka di konteks persaingan 
                                                          
86 Prathama Rahardja, Mandala Manurung, 2008, Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan 
Makroekonomi), edisi ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., hlm. 1 
87 A. Abdurachman, 1980, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: 
Pradnya Paramitra., hlm. 371 
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usaha. Oleh karena itu, diperlukannya suatu pengaturan hukum yang 
menjunjung nilai kepastian dalam penyelenggaraan peternakan ayam 
agar dalam penyelenggaraan usaha peternakan ayam tidak menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat. 
Dalam hal perubahan UUPKH menunjukkan bukan hanya 
perubahan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, 
dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat, 
tetapi dalam konteks persaingan usaha juga menunjukkan adanya 
perubahan paradigma. Hal ini sejalan dengan pendapat Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha di sidang Pengujian UUPKH di Makhkamah Konstitusi, 
bahwa:88 
“Salah satu poin penting bagi kami di KPPU dalam konteks 
persaingan adalah adanya perubahan paradigma dari undang-
undang ini. Jadi, ada perubahan cara berpikir yang terlalu ekstrem 
di dalam perubahan undang-undang itu dari pengusahaan 
perunggasan yang awalnya berbasis rakyat menjadi pengusahaan 
perunggasan menjadi berbasis perusahaan terintegrasi yang 
mungkin bahasa korannya biasa disebut sebagai peternakan yang 
berbasis konglomerasi yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke 
hilir.” 
Perubahan tersebut akan berdampak pada pola penyelenggaraan usaha 
peternakan ayam apakah akan sesuai kaidah norma peraturan yang lain 
dan kaidah masyarakat selama ini telah berkembang. 
 
                                                          
88 Lihat Risalah Sidang Perkara Judicial Review No. 177/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-
Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Acara Mendengarkan 
Keterangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kamis 31 Maret 2016. 
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2. Makna Integrasi dalam UU No. 18 Tahun 2009 dan aturan 
pelaksanaannya serta sinkronisasi dengan UU No. 5 Tahun 
1999 
Terhadap dalil pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat secara 
normatif hal itu tidak mungkin terjadi. Pasal 2 Ayat (1) UUPKH 
selengkapnya menyatakan, 
“Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di 
seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri 
dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, 
holtikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang 
lainnya yang terkait.” 
Dengan rumusan demikian, Mahkamah Konstitusi menggunakan 
penafsiran hukum dalam memahami pengertian “integrasi” yang terdapat 
dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak memberikan peluang untuk 
ditafsirkan sebagai integrasi vertikal, diantaranya sebagai berikut.89 
a) Penafsiran otentik 
Penafsiran menurut pembentuk undang-undang, sudah sangat 
terang bahwa “integrasi” dalam ketentuan yang dimaksud tidak 
pernah dimaksudkan sebagai integrasi vertikal. Dalam penjelasan 
umum UUPKH dikatakan, antara lain: 
“Dalam rangka memanfaatkan keanekaragaman hayati 
tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan 
secara tersendiri maupun terintegrasi dengan budi daya 
tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; 
dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan 
sistem kesehatan hewan; serta pemanfaatan asas 
kemanfaatan dan berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, 
                                                          
89 Lihat Putusan Judicial Review Mahkamah Kontitusi Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan., hlm. 109-112  
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kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, 
kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan” 
Dengan demikian telah jelas bahwa pembentuk undang-undang 
tidak pernah meniatkan integrasi dimaksud sebagai integrasi 
vertikal. 
b) Penafsiran gramatikal 
Integrasi yang bermakna terpadu (bergabung supaya menjadi 
kesatuan yang utuh) juga tidak mungkin ditafsirkan sebagai 
penyatuan vertikal sebab konteks penyatuan dimaksud langsung 
dikaitkan dengan anak kalimat atau frasa berikutnya yaitu dengan 
“budi daya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, 
kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait”. Kata “terkait” dalam 
frasa “bidang lainnya yang terkait” tidaklah dapat diartikan tersendiri 
di luar konteks rumusan norma a quo secara keseluruhan sehingga 
menutup peluang bagi hadirnya pengertian integrasi vertikal. Sebab 
jika ditafsirkan demikian maka hal itu akan bertentangan dengan 
tiga asas atau prinsip contextualism, yaitu asas Noscitur a Sociis, 
asas ejusdem Generis, dan asas Expressio Unius Exclusio 
Alterius.90 Penafsiran demikian bertentangan dengan asas Noscitur 
a Sociis karena menurut asas ini suatu kata atau istilah harus 
diartikan dengan rangkaiannya. Dalam kasus a quo, telah nyata 
bahwa rangkaian kalimat dalam norma Pasal 2 Ayat (1) UUPKH 
                                                          
90 Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2008, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, hlm. 26-27 
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adalah merujuk pada integrasi horizontal. Penafsiran integrasi 
menjadi integrasi vertikal bertentangan dengan asas Ejusdem 
Generis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah dibatasi 
maknanya secara khusus dalam kelompoknya, dalam hal ini 
kelompok yang dimaksud adalah merujuk secara horizontal pada 
tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, 
atau bidang lainnya yang terkait kelompok itu. Penafsiran integrasi 
menjadi integrasi vertikal bertentangan dengan asas Expressio 
Unius Exclusio Alterius sebab menurut asas ini jika suatu konsep 
digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain, 
dalam hal ini jika karena konsep integrasi telah nyata-nyata 
dimaksudkan sebagai konsep integrasi horizontal maka ia tidak 
boleh dimaksudkan sebagai konsep integrasi vertikal. 
c) Penafsiran historis  
Dalam hal ini sejarah ketika rumusan norma dimaksud dibahas oleh 
pembentuk undang-undang (legislative history), juga tidak terdapat 
catatan yang menunjukkan adanya pembicaraan bahwa integrasi 
dalam norma Undang-Undang a quo dimungkinkan untuk diartikan 
sebagai integrasi vertikal. 
d) Penafsiran sistematis 
Menghubungkan secara sistematis keterkaitan antara satu norma 
dan norma lainnya dalam undang-undang, jika integrasi dimaksud 
dimaknai sebagai integrasi vertikal maka hal itu justru akan 
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bertentangan dengan semangat Undang-Undang a quo secara 
keseluruhan.  
e) Penafsiran sosiologis atau teleologis 
Penafsiran yang mengaitkan konteks sosial keberlakuan Undang-
Undang a quo , menafsirkan integrasi dalam ketentuan dimaksud 
sebagai integrasi vertikal akan bertentangan dengan asas dan 
tujuan Undang-Undang itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Bab 
II. 
Tampak dari penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi 
terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUPKH, masih sangat terbatas dan 
menyisakan kekeliruan dalam penafsiran yang dilakukan secara 
universalistik. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi (yudikatif) 
yang memiliki wewenang sebagai penafsir undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjunjung tinggi pemisahan 
kekuasaan antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif, yang biasa dikenal 
konsep Trias Politica Montesquieu. Bahwa terlihat dari putusan nomor 
177/PUU-XIII/2015, menguraikan bahwa:91  
“praktik persaingan usaha tidak sehat yang didalilkan oleh 
Pemohon, bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 2 
Ayat (1) UUPKH. Kejadian atau kekhawatiran demikian bisa terjadi 
karena lemahnya pengawasan di lapangan atau karena Pemerintah 
(eksekutif) tidak maksimal dalam melaksanakan peran dan 
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang a 
quo yang sesungguhnya justru bermaksud mendorong masyarakat 
                                                          
91 Lihat Putusan Judicial Review Mahkamah Kontitusi Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan., hlm. 112 
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untuk mengusahakan budi daya ternak sekaligus melindungi 
peternak.” 
Landasan utama yang menjadi dasar pertimbangan hukum 
tersebut, adalah ketentuan Pasal 29 Ayat (5) UUPKH bahwa, “Pemerintah 
berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari 
persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar”. Oleh karena itu, 
Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa permasalahan norma terletak 
pada implementasi norma oleh lembaga eksekutif.  
Konsep trias politica menurut Achmad Ali tidak realistis lagi untuk 
diterima dalam masyarakat hukum modern saat ini. Menurut Achmad Ali, 
tidak ada lagi perbedaan yang tajam antara legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. Di saat kita menganut pemisahaan yang tajam dari ketiganya, 
maka di saat itu kita menjadi penganut legisme, menjadi kaum positivis, 
yang hanya mengagungkan undang-undang buatan legislatif sebagai 
satu-satunya produk hukum dan sekaligus satu-satunya sumber hukum.92 
Penganut legisme yang menjadikan kaum positivis yang menganggap 
Pasal 2 Ayat (1) UUPKH sudah jelas, karena sesuai dengan doktrin Seins-
Clair (Ia doctrine du sensclair)93 yang sangat dipengaruhi oleh pikiran 
logisme sehingga tidak diperlukan lagi suatu penafsiran. Selain itu, dalam 
metode penemuan hukum, Achmad Ali membedakan atas interpretasi dan 
konstruksi yang mana selama ini beberapa pakar tidak membedakan di 
                                                          
92 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia., hlm. 121 
93 Penganut aliran ini berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya 
dibutuhkan jika: a) peraturannya belum ada untuk suatu kasus inconcreto; atau b) peraturannya 
sudah ada, tetapi belum jelas menurut penganut pandangan ini; di luar dari keadaan dua hal di 
atas, penemuan hukum oleh hakim tidak ada. Ibid. 
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antara keduanya. Sependapat dengan Curzon cenderung melihat 
interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-
undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau 
penguraian makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-
undangan.94 
Menurut penulis, dalam putusan perkara tersebut menunjukan 
suatu penemuan hukum terbatas pada aliran positivis yang dilandasi 
dengan doktrin seins-clair serta penemuan yang hanya melihat pada 
interpretasi atau tidak melibatkan metode konstruksi padahal keduanya 
berbeda. Usaha peternakan ayam (salah satu pengaturan dari UUPKH) 
yang merupakan suatu kajian yang tidak hanya melihat hukum secara 
otonom, tetapi melalui pendekatan disiplin ilmu lain dalam hal ini ilmu 
ekonomi harus mampu dilakukan konstruksi hukum. Oleh karena itu, 
penulis akan menguraikan konstruksi hukum dari Pasal 2 Ayat (1) UUPKH 
dengan UU No. 5 Tahun 1999, namun sebelumnya penulis akan mengkaji 
penafsiran yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu: penafsiran 
sistematis dan sosiologis atau teletologis.95 
Penafsiran sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-
undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. 
Jadi, perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara 
sebagai suatu sistem yang utuh.96 Pada penafsiran sistematis yang 
digunakan oleh Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada UUPKH 
                                                          
94 Ibid., hlm. 122  
95 Dibahas dalam rumusan masalah kedua 
96 Ibid., hlm. 132 
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semata yang memaknai kata “integrasi” secara intern atau satu undang-
undang semata. Hal ini selaras yang dikemukakan oleh Lord Rein 
bahwa:97 
“the statute must be construed as a whole. It is no doubt true that 
every Act should be read as a whole, but that is, I think, because 
one assumes that in drafting one clause, of a Bill the draftsman had 
in mind the language and substance of other clauses, and attributes 
to Parliament a comprehension of the whole Act” 
Dalam melakukan penafsiran secara sistematis, penulis akan 
menguraikan makna integrasi dalam UUPKH dengan menjabarkan aturan 
pelaksana dari UUPKH tersebut. Sebagaimana asas dalam suatu undang-
undang menjiwai dari undang-undang tersebut, pada frasa integrasi yang 
mengandung dua makna (integrasi vertikal dan horizontal) akan 
berdampak pada ketentuan teknis dalam UUPKH. Penggunaan frasa 
“integrasi” dalam UUPKH hanya terdapat pada Pasal 2 Ayat (1), lebih 
lanjut mengenai pelaksanaan peternakan secara terintegrasi tidak lagi 
disebutkan dalam UUPKH.  
Lebih lanjut pada Pasal 31 ditegaskan bahwa: 
“(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi 
daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, 
memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan. 
(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 
dilakukan: 
 
     a. antarpeternak; 
     b. antara peternak dan perusahaan peternakan; 
     c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan 
     d. antara perusahaan peternakan dan pemerintah atau   
pemerintah      daerah.” 





Menurut Penulis, meskipun dalam UUPKH tidak diatur secara 
teknis pelaksanaan peternakan secara terintegrasi, tetapi makna 
terintegrasi telah tertuang melalui Pasal 31 dengan frasa kemitraan. 
Sebagaimana kemitraan merupakan salah satu jangka menengah 
integrasi vertikal dapat dilakukan pelaku usaha dengan mengikat diri di 
antara pelaku usaha yang berada pada rangkaian produksi berurutan 
dapat mengambil berbagai macam bentuk.98 Jika memang benar apa 
yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa integrasi yang dimaksud 
adalah integrasi secara horizontal dengan budi daya tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang 
terkait, maka dalam pertimbangan hukum putusan oleh Mahkamah 
Konstitusi seharusnya menunjukkan bentuk-bentuk integrasi tersebut yang 
terkandung dalam UUPKH. 
Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 ditegaskan, bahwa: 
“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber 
daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin 
peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, 
pemasaran, dan pengusahaannya.” 
Adanya tahapan rangkaian produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1 tersebut akan berkonsekuensi pada lahirnya peternak 
industri besar yang memungkinkan adanya penyatuan penguasaan, 
                                                          
98 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan KPPU Nomor 05 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal, hlm. 9. Perjanjian 
yang mengikat di antara pelaku usaha yang berada pada rangkaian produksi berurutan dapat 
mengambil berbagai macam bentuk. Dalam jangka menengah integrasi vertikal dapat dilakukan 
pelaku usaha dengan mengikat diri pada: a) suatu penyewaan jangka panjang (long term leases), 
b) joint ventures, dan c) kemitraan. 
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sekaligus yang dapat melakukan usaha dari hulu sampai hilir, dari mulai 
pembibitan (day old chick), budi daya, hingga pengadaan pakan, jika 
dalam UUPKH tidak ada pengaturan yang jelas mengenai 
penyelenggaran peternakan yang dilakukan secara integrasi atau 
kemitraan. Hal tersebut terbukti dengan perubahan UUPKH, dari Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2009 dengan tidak mengatur lagi mengenai segmentasi penguasaan 
rangkaian produksi dalam usaha peternakan. 
Berbeda dengan UU No. 6 Tahun 1967 yang mengatur adanya 
segmentasi rangkaian produksi, bahwa Pasal 15 UU No. 6 Tahun 1967 
mensyaratkan bagi industri peternakan meliputi industri-industri 
pengolahan, pengawetan, pengepakan dan pengalengan dari pada bahan 
makanan manusia atau ternak yang berasal dari ternak. Ini merupakan 
bentuk keadilan proporsional dalam penyelenggaraan peternakan ayam, 
di mana pada sektor rangkaian budi daya diberikan kesempatan seluas-
luasnya bagi peternak rakyat. 
Menghilangkan segmentasi produksi dalam ketentuan UUPKH 
semakin diperkuat dengan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak 
sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2011 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, bahwa perusahaan 
bidang lainnya terkait adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, 
misalnya usaha pembibitan atau di sektor hilir misalnya pengolahan hasil 
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ternak seperti industri pengolahan susu. Jika dikaitkan dengan ketentuan 
Pasal 2 Ayat (1) pada frasa “bidang lainnya yang terkait”, maka jelas yang 
dimaksud dengan “bidang lainnya yang terkait” adalah perusahaan bidang 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf 
c PP No. 6 Tahun 2013. Berdasarkan hal ini penulis menarik kesimpulan 
bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) membuka peluang terjadinya 
pelanggaran Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini selaras dengan 
keterangan sidang yang disampaikan oleh pihak Pemerintah dalam sidang 
judicial review di Mahkamah Konstitusi, bahwa:99 
“terhadap dalil pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang a quo frasa dan/atau bidang 
melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan hortikultura, 
perkebunan, perikanan, atau bidang lainnya yang terkait yang 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan monopoli perdagangan, 
menurut Pemerintah: 
a. Ketentuan a quo dimaksudkan dalam melakukan integrasi 
dengan budi daya dilakukan dengan cara tersendiri atau bekerja 
sama agar terjadi sinergi antara usaha peternakan dengan 
usaha-usaha budi daya tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lainnya yang 
terkait terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang 
dihasilkan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian 
seperti penyediaan hijauan, pakan ternak, pengolahan atau 
penggunaan limbah peternakan sebagai sumber untuk energi 
dan pupuk organik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Bagi perusahaan bidang lainnya terkait adalah perusahaan 
yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan atau di 
sektor hilir misalnya pengolahan hasil ternak seperti industri 
pengolahan susu (Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf c 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Peternak sebagai peraturan pelaksanaan dari 
                                                          
99 Lihat Putusan Judicial Review Mahkamah Kontitusi Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan., hlm. 45 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 jo. Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014)” 
 
Menurut penulis, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) secara 
regulasi mengandung dua makna yakni, satu sisi dapat ditafsirkan sebagai 
integrasi horizontal dan sisi lain dapat ditafsirkan sebagai integrasi vertikal. 

















Gambar 1.2. Bentuk Integrasi yang Terkandung dalam Pasal 2 Ayat 
(1) UUPKH 
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 






















“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk 
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa 
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian 
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 
masyarakat.” 
Menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian 
produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan 
serangkain produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau 
proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha 
tertentu. Praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan usaha 
tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik 
seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 
dan merugikan masyarakat.100 
Bentuk pengaturan usaha peternakan yang bersifat terbuka dalam 
Pasal 2 Ayat (1) UUPKH menunjukkan terbukanya kran bagi perusahaan 
peternakan untuk melakukan integrasi vertikal atau penguasaan seluruh 
rangkaian produksi. Bentuk integrasi vertikal yang dilakukan oleh 
perusahaan peternakan tersebut melalui bentuk kemitraan, sebagaimana 
kemitraan ini diperbolehkan dalam pengaturan usaha peternakan ayam. 
Pola kemitraan ini kemudian akan menciptakan penyalahgunaan posisi 
tawar (abuse of bargaining position) bagi perusahaan peternakan 
terhadap mitra-mitra mereka. 
                                                          
100 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Kumpulan Peraturan Hukum 
Persaingan Usaha. Penjelasan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha TIdak Sehat., hlm. 37 
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Ada beberapa bentuk integrasi terjadi melalui pengaturan UUPKH, 
yang meliputi: 
a) Forward integration, yaitu integrasi vertikal ke hilir dengan 
mengintegrasikan beberapa rangkaian produksi yang mengarah 
pada penyediaan produk akhir. 
b) Backward integration, yaitu integrasi vertikal ke hulu dengan 
mengintegrasikan beberapa rangkaian produksi yang mengarah 
pada penyediaan bahan baku dari produk utama. 
Perusahaan peternak yang tidak dapat melakukan usaha budi daya 
melalui integrasi secara keseluruhan rangkain produksi, dapat melakukan 
perjanjian dengan peternak-peternak rakyat yang notabene bergerak 
dalam sektor budi daya yang terintegrasi ke hulu atau pun ke hilir. 
Selanjutnya, menurut penulis penafsiran integrasi horizontal yang 
terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) oleh Mahkamah Konstitusi, dapat saja 
menjadi suatu penyelenggaraan peternakan hewan terintegrasi secara 
vertikal, jika dalam bidang hortikultura, tanaman pangan, perikanan, 
perkebunan, dan kehutanan terdapat bahan pokok untuk pakan ternak, 
misalnya jagung dari hortikultura dan ikan kering dari perikanan diolah 
menjadi pakan ternak. Hal ini selaras dengan keterangan sidang judicial 
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review undang-undang a quo oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, bahwa:101 
“Pertama, kalau kita lihat di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009 seperti yang dibacakan oleh Majelis Hakim 
Yang Mulia tadi, peternakan dan kesehatan hewan dapat 
diselenggarakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang 
dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan 
budidaya tanaman pangan, ini masih integrasi yang sifatnya 
horizontal.  Kemudian, holtikurtura ini masih bersifat melebar ke 
horizontal. Kemudian, perikanan masih bersifat melebar, tetapi 
khusus untuk holtikultura, Majelis Hakim Yang Mulia. Ini saya 
enggak tahu teknisnya seperti apa, tapi kalau di situ ada jagung, di 
situ ada bahan pokok untuk pakan ternak, maka model integrasinya 
itu bukan lagi sekadar integrasi horizontal, tetapi ini menjadi 
integrasi yang bersifat vertikal, Majelis Hakim Yang Mulia. 
Kemudian, Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kita juga melihat 
misalnya dalam konteks tanaman pangan. Tanaman pangan yang 
berpotensi menjadi pakan ternak itu apa saja di perunggasan. Nah, 
mungkin Majelis Hakim perlu menghadirkan ahli pakan yang kira-
kira jenis komoditi yang disebutkan di dalam undang-undang ini, 
misalnya tanaman pangan apa saja yang berpotensi mejadi pakan 
ternak diunggas, kalau itu ada berarti integrasinya vertikal. 
Kemudian, holtikultura kalau itu ada yang berpotensi menjadi 
pakan ternak berarti itu ada integrasi vertikal. Kemudian, 
diperikanan, saya enggak tahu mungkin ahli peternakan yang bisa 
menjawab. Apakah ada produk perikanan kita yang bisa diolah 
menjadi pakan ternak yang dipakai untuk membesarkan ayam? 
Nah, kalau itu ada, ini vertical integration. Kemudian, di kehutanan 
juga seperti itu, kalau ada produk kehutanan yang  bisa digunakan 
untuk membesarkan ayam, berarti ini related dengan support 
dengan industri perunggasan. Ini bisa menjadi vertikal, bisa 
menjadi horizontal.” 
 
                                                          
101 Risalah Sidang Perkara Judicial Review Nomor 117/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Acara 























Gambar 1.3. Bentuk Integrasi Vertikal yang Berawal Dari Integrasi 
Horizontal  
Untuk frasa “bidang lainnya yang terkait” yang terkandung dalam 
Pasal 2 Ayat (1) UUPKH, oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dinyatakan bahwa di bagian hulu proses produksi peternakan ayam 
terdapat Great Grand Parent Stock (GGPS), Grand Parent Stock (GPS), 

















obatan.102 Dari semua bidang terkait tersebut, dua pelaku usaha (peternak 
ayam) atau lebih dapat melakukan perjanjian atau kegiatan yang 
terintegrasi dengan proses produksi peternakan ayam berdasarkan 
UUPKH. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan 
Peliharaan, bahwa “Budi Daya Hewan Peliharaan diselenggarakan pada 
kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan dan/atau melalui integrasi dengan 
usaha lainnya”, sehingga 2 (dua) perusahaan besar103 menguasai 
pemasokan DOC dan Pakan dapat melakukan integrasi pada Budi Daya 
ternak ayam. 
Menurut Mansur Divisi Hukum Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Kantor Perwakilan Daerah (KPPU KPD) Makassar, bahwa:104 
“dalam banyak kasus yang ditangani oleh KPPU, sumber permasalahan 
utamanya berada pada regulasi yang kurang tepat dan membuka peluang 
persaingan usaha tidak sehat”. Hal tersebut selaras dengan pernyataan 
Syarkawi Rauf selaku Ketua Komisioner KPPU RI, bahwa:105 
“ ada keinginan pemerintah untuk mendorong konsumsi daging 
ayam per kapita yang awalnya sekitar 7,35 kg/kapita menjadi 14,99 
kg/kapita pada tahun 2017 sehingga mendorong konsumsi yang 
berlipat dua seperti ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan 
berbasis pada peternakan rakyat. Oleh sebab itu, diubahlah 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi Undang-Undang 
                                                          
102 Ibid. 
103 PT Japfa Comfeed dan PT. Chaeron Phokpand 
104 Mansur, Wawancara Penelitian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor 
Perwakilan Daerah Makassar, Senin, 17 April 2016 
105 Lihat Putusan Judicial Review Mahkamah Kontitusi Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan., hlm. 95 
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Nomor 8 Tahun 2009 untuk memberikan kesempatan kepada 
perusahaan-perusahaan besar itu untuk juga ikut melakukan budi 
daya kemudian menjual ke pasar-pasar tradisional yang oleh 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ini tidak diperkenankan atau 
berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 1990 yang mengatur 
pembagian pasar antara peternakan terintegrasi atau peternakan 
yang dikelola secara konglomerasi dengan peternakan rakyat yang 
jumlahnya kecil-kecil” 
Semangat efisiensi penyelenggaraan peternakan hewan yang 
dibangun melalui perubahan UUPKH tersebut merupakan efisiensi tidak 
berkeadilan dengan menghilangkan segmentasi produksi antara peternak-
peternak dari segi kapasitas sudah tentu berbeda, sehingga efisiensi yang 
dianut lebih mengarah kepada neo-liberal yang tentunya bertentangan 
konsep demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, penulis berpandangan 
bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah 
membuka potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat melalui 
regulasi integrasi vertikal usaha peternakan ayam tanpa pengaturan ketat 
dan spesifik terhadap perlindungan peternak-peternak rakyat karena 
pengaturan usaha peternakan ayam berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUPKH 
yang bersifat terbuka, serta tidak diaturnya lagi mengenai segmentasi 





B. Dampak Penyelenggaraan Peternakan Ayam Secara 
Terintegrasi Vertikal Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap 
Persaingan Usaha 
Penentuan pelanggaran Integrasi vertikal dilakukan melalui 
pendekatan rule of reason, sehingga diperlukan suatu pembuktian 
terhadap dampak yang ditimbulkan. Pada dasarnya pelaku-pelaku usaha 
(peternak ayam) tidak dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk 
menguasai sejumlah rangkaian produksi untuk meningkatkan efisiensi 
ekonomi atau mengurangi margin ganda dalam proses produksi 
sepanjang tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau 
merugikan masyarakat. Ada beberapa potensi pelanggaran jika suatu 
usaha dilaksanakan  secara integrasi vertikal, seperti adanya ketertutupan 
pasar (market foreclosure), kemungkinan pelaku usaha dominan 
melakukan tindakan berupa pengkondisian pesaingnya, misalnya 
diskriminasi atau penyalahgunaan posisi dominan. 
Penguasaan rangkaian yang termaktub dalam Pasal 14 UU No. 5 
Tahun 1999 berimplikasi pada penguasaan pasar dengan melakukan 
beberapa kegiatan untuk menolak atau menghalangi pelaku usaha 
tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan dan melakukan praktik diskriminasi harga. Hal tersebut 
merupakan dampak yang secara langsung dirasakan dengan adanya 
integrasi vertikal. Integrasi vertikal memiliki permasalahan kompleks 
dengan menciptakan beberapa pelanggaran persaingan usaha lainnya 
yang tidak hanya terbatas pada hambatan pasar bagi pesaingnya, 
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misalnya penguasaan pasar dalam Pasal 19. Integrasi vertikal dapat 
dilakukan dengan tujuan untuk menguasai produk, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 yaitu menghalangi pelaku usaha lain utnuk melakukan 
kegiatan yang sama di pasar bersangkutan, menghalangi konsumen atau 
pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha 
dengan pelaku usaha pesaingnya, membatasi peredaran barang dan atau 
jasa pada pasar bersangkutan dan melakukan praktik diskriminasi 
terhadap pelaku usaha tertentu.106 
Usaha peternakan ayam yang dapat dilaksanakan secara 
terintegrasi berdasarkan UUPKH dalam bentuk kemitraan merupakan 
salah satu bentuk upaya perusahaan peternak untuk menguasai dan 
melakukan pengaturan produksi dalam sektor budi daya dengan peternak 
rakyat. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara langsung dengan 
peternak rakyat di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Ujungloe Desa Allu, 
yang mana mayoritas peternak di daerah tersebut bemitra dengan 
perusahan peternak (PT. Japfa Comfeed). Bapak Rusli yang memiliki 8 
kandang berternak secara mandiri dan mitra, telah merasakan secara 
langsung perbedaan bentuk usaha peternakan ayak tersebut. Dari 8 
kandang yang dimiliki 1 (satu) diantaranya untuk ternak mandiri. Salah 
satu alasan memilih bentuk usaha ternak ayam secara mitra karena untuk 
menghindari persaingan pasar yang semakin ketat di pemasaran. Hal ini 
                                                          
106 Lihat Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 
tentang Integrasi Vertikal., hlm. 7 
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selaras dengan apa disampaikan oleh bapak Rusli, bahwa:107 
“Perusahaan peternakan seperti Japfa telah menguasai pangsa pasar, 
termasuk pasar tradisional yang menjadi tujuan pemasaran kami, 
sehingga kami memilih amannya saja untuk memilih bermitra”. Padahal 
sebelum diundangkannya UU No. 18 Tahun 2009 pangsa pasar, 
khususnya pasar tradisional hanya diperuntukkan peternak rakyat 
kemudian perusahaan-perusahaan peternak dapat menjual produk (live 
bird) ke pasar tradisional. Bukan hanya pasar yang perusahaan peternak 
kuasai, tetapi termasuk DOC dan pakan sehingga memberikan 
kemudahan untuk memperoleh DOC dan pakan yang bermitra. Tentu saja 
peternak-peternak rakyat mandiri akan tersisihkan oleh perusahaan-
perusahaan peternak karena dari segi Harga Pokok Penjualan (HPP) lebih 
murah dibanding peternak mandiri sehingga kadang kala menjual di 
bawah HPP yang tentu merugikan peternak mandiri dan lambat laun akan 
collapse (bangkrut). 
Meskipun usaha peternakan ayam yang dilakukan secara bermitra 
(integrasi vertikal) ditujukan untuk menghasilkan efisiensi produksi dan 
meminimalkan ketidakpastian, namun demikian dalam beberapa kondisi, 
integrasi vertikal juga menimbulkan permasalahan persaingan berupa 
dampak tidak langsung pada pasar bersangkutan tertentu. Perusahaan 
peternak yang terintegrasi secara vertikal akan mempunyai kemampuan 
lebih besar untuk menciptakan hambatan bagi pesaingnya untuk masuk 
                                                          
107 Rusli (Peternak), Wawancara Penelitian, Desa Allu Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, 
Selasa, 18 April 2017 
111 
 
pasar dan atau menyingkirkan dari persaingan. Dampak yang muncul 
berasal dari penyalahgunaan market power yang meningkat dan 
peningkatan potensi koordinasi melalui harga ataupun output.   
Penutupan akses (foreclosure) bagi perusahaan peternak 
merupakan bagian dari strategi meningkatkan biaya pesaing. Dengan 
meningkatkan biaya yang harus ditanggung perusahaan pesaing, maka 
maka perusahaan pesaing harus menaikkan harga produknya. Selain itu 
foreclosure dapat dilakukan melalui strategi penutupan akses terhadap 
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Gambar 2.1. Hubungan Perusahaan dengan Pemasok tanpa 
foreclosure dan dengan foreclosure 
Pada bagan 1 menunjukkan bahwa A, B, C, dan D adalah 
peternak-peternak budi daya yang memperoleh DOC dan Pakan dari 
perusahaan peternak, secara bersama-sama melakukan persaingan pasar 
secara sehat tanpa keterikatan (perjanjian) dari perusahaan pemasok, 
sehingga tidak adanya diskriminasi harga DOC dan pakan yang diperoleh 
oleh peternak-peternak dari perusahaan pemasok dan HPP tidak jauh 
signifikan. Berbeda dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2009, pada Pasal 2 Ayat (1) yang membolehkan usaha peternakan 
dilakukan secara terintegrasi melalui bentuk kemitraan pada Pasal 31. 
Kedua bentuk usaha peternakan ayam tersebut melahirkan 2 (dua) 
macam peternak yang terdiri dari peternak mitra dan peternak mandiri, 
yang mana memiliki konsekuensi dan risiko yang berbeda pula. Pada 
PEMASOK 
DOC & PAKAN 
A1 B1 C D 
Peternak Rakyat  
Mandiri (Budi Daya) 
Perusahaan Peternak 
BAGAN 2 
Peternak Rakyat  






bagan 2 menunjukkan bahwa A dan B adalah Peternak Rakyat Mitra yang 
terintegrasi langsung dengan perusahaan pemasok GGPS sampai pakan 
sehingga meminimalisir production cost dan menciptakan kepastian atau 
jaminan pemasaran. Ada dua tipe kemitraan saat ini berdasarkan UUPKH, 
yaitu:108 
a) Tipe 1; perusahaan kecil baik berdiri sendiri ataupun anak 
perusahaan dari perusahaan pemasok DOC dan pakan yang 
bermitra secara langsung. 
b) Tipe 2; kemitraan yang dilakukan secara tidak langsung dengan 
perusahaan pemasok tapi bermitra dengan perusahaan inti yang 
juga terintegrasi langsung dengan perusahaan yang ada di hulu 
dengan penguasaannya kurang lebih 80% semua bisnis hulu baik 
pakan, vaksin, maupun GGPS sampai DOC hanya pada dua 
perusahan besar (PT Japfa Comfeed dan PT Chaeron Phokpand) 
Bahwa bentuk foreclosure ditampakkan pada bagan 2, kualitas 
yang diterima oleh mitra tipe 2 (A1 dan B1) adalah kualitas nomor 2 
dibandingkan dengan mitra tipe 1, sedangkan peternak rakyat yang tidak 
terafiliasi (C dan D) akan memperoleh kualitas lebih rendah dibanding 
dengan peternak yang bermitra, sehingga akan mempengaruhi kualitas 
produk ayam (live bird) dengan HPP yang juga lebih tinggi. Pada suatu 
persaingan di wet market (pasar tradisional) tentunya live bird yang 
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berkualitas dan HPP yang lebih rendah akan memenangkan persaingan, 
sehingga C dan D akan memperoleh kerugian yang berdampak pada 
hambatan pasar. 
Hal serupa dialami olek Bapak Rusli yang memiliki kandang (budi 
daya) mandiri, untuk memperoleh DOC dan pakan harus melalui 
pengecer-pengecer yang memiliki rantai distribusi yang panjang dari 
perusahaan pemasok yang sudah tentu dari segi kualitas lebih rendah 
yang didapatkan.109 
“di kandang saya yang mandiri beda kualitas DOC yang saya 
peroleh, karena saya hanya mendapatkan dari pengecer-pengecer 
DOC dan pakan. Beda dengan mitra memperoleh DOC dan pakan 
yang diantarkan langsung dari perusahaan pemasok, sehingga dari 
segi kualitas mereka menang” 
Selain itu, kadang kala perusahaan pemasok DOC dan pakan tidak 
menyalurkan ke peternak-peternak mandiri dengan dalih bahwa terjadinya 
over supply, sehingga akan berdampak pada berhentinya proses budi 
daya bagi peternak mandiri yang lambat laun akan tersingkirkan dari 
persaingan.110 
Diskriminasi dalam hal penjualan DOC dan pakan juga terjadi, di 
mana bagi peternak yang bermitra dalam perjanjiannya tidak 
diperbolehkan membeli pakan selain dari perusahaan yang bersangkutan. 
Hal ini selaras yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Wahab sebagai 
peternak mitra dari PT Japfa Comfeed, bahwa: “selama bermitra kami 
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tidak diperbolehkan membeli pakan selain dari mereka, semua DOC dan 
pakan harus dari mereka”. Oleh karena itu, menunjukkan adanya tying 
agreement dan exclusive dealing dalam pelaksanaan mitra usaha 
peternakan ayam, sehingga perusahaan pemasok DOC dan pakan 
lainnya tidak dapat masuk ke budi daya yang bersangkutan. Hal tersebut 
dibuktikan dengan wawancara penulis kepada peternak mitra di 
Kabupaten Bulukumba, bahwa dari 40 kandang yang ada bermitra baik 
secara langsung dengan PT Japfa maupun tidak langsung yang melalui 
anak perusahaannya yaitu PT PKP dan PT Comas. Dampak dari tying 
agreement tersebut bahwa beberapa peternak mitra mengakhiri perjanjian 
untuk menjadi peternak mandiri, sebagaimana yang dialami oleh Bapak 
Rusli. 
Integrasi vertikal usaha peternakan ayam juga dapat dimanfaatkan 
sebagai sarana untuk melakukan kolusi, baik melalui harga, output, 
kapasitas, maupun kualitas. Dalam konteks Undang-Undang Persaingan 
disebut sebagai kartel, dimana hanya terdapat beberapa perusahaan 
peternak tertentu mengatur harga, output, kapasitas, dan kualitas produk. 
Pengaturan produksi tersebut rentan terjadi pada perusahaan-perusahaan 
ternak penyedia GGPS, GPS, PS, dan DOC final stock yang hanya 
terkonsentrasi beberapa perusahaan tertentu.  
Berdasarkan putusan KPPU dalam perkara nomor 02/KPPU-I/2016 
tertanggal 13 Oktober 2016, sebanyak 12 (dua belas) perusahaan 
peternak terbukti secara sah melakukan koordinasi kolusi output dan 
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kapasitas pengafkiran Parent Stock, terdiri dari PT Japfa Comfeed, PT 
Chaeron Phokpand, PT Malindo Feedmill, PT, CJ-PIA, PT Taat Indah 
Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet 
Nasuba. PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, 
PT Satwa Borneo Jaya. Pelaksanaan pengafkiran Parent Stock 
dilaksanakan selama 3 tahap, masing-masing tahap dilakukan 
pengafkiran sebesar 2 juta ekor. Pengaturan produksi tersebut telah 
mengakibatkan berkurangnya secara signifikan jumlah DOC FS maka 
harga DOC FS akan meningkat sebanding dengan permintaan yang tinggi 
akibat scarce (kelangkaan). Selain itu, berimplikasi pada sektor budi daya 
yang mengandalkan perolehan DOC dari perusahaan (breeder), sehingga 
dalam posisi berkurangnya DOC FS maka peternak-peternak mitra akan 
tetap menjadi prioritas pendistribusian DOC FS dibanding peternak 
mandiri yang harus memperoleh dengan cara membeli untuk pemenuhan 
produksinya. Oleh karena itu, peternak mandiri akan kesulitan untuk 
memperoleh DOC dibandingkan dengan peternak mitra dan peternak 
mandiri diperhadapkan pada production cost yang begitu tinggi 





Secara umum pendistribusian DOC dari breeder sampai pada 









Gambar 2.2. Distribusi DOC dari Breeder - Peternak 
Panjang-pendeknya rantai distribusi sangat mempengaruhi harga 
DOC FS. Peternak yang memiliki akses secara langsung kepada breeder 
akan mendapatkan harga DOC FS yang lebih kompetitif dibandingkan 
dengan peternak yang tidak memiliki akses langsung. Peternak yang 
memiliki akses biasanya merupakan peternak kemitraan (plasma) terikat 
dengan pelaku usaha breeder, sementara peternak yang tidak memiliki 
akses langsung biasa disebut peternak mandiri. Dalam posisi ini peternak 
tidak memiliki pilihan selain menjadi price taker, sementara para breeder 
memiliki posisi tawar yang lebih tinggi sehingga dapat menjadi price 
maker. Dengan demikian hambatan pasar yang diciptakan perusahaan 
peternak (breeder) dengan pola kemitraan akan berdampak kepada 
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hambatan peternak mandiri untuk mengembangkan proses produksi dan 
bersaing secara sehat karena market power tidak mereka miliki. 
Selain hambatan pasar yang diciptakan melalui pola integrasi 
vertikal usaha peternakan ayam tersebut, juga berdampak pada harga live 
bird dan karkas ayam di tangan end user (konsumen akhir). Masyarakat 
sebagai end user harus menanggung biaya akibat terjadinya persaingan 
tidak sehat karena harga yang meningkat dan terbatasnya atau langkanya 
live bird dan karkas ayam di pasar yang diakibatkan pengafkiran yang 
dilakukan perusahaan-perusahaan pemasok DOC secara koordinasi 





Gambar 2.3. Proses Bisnis Pertumbuhan DOC hingga Karkas Ayam 
Dengan pengafkiran yang dilakukan pada pertumbuhan DOC PS 
akan sangat mempengarui jumlah DOC FS dalam budi daya di peternak, 
sehingga menciptakan kelangkaan dan permintaan tinggi. Dalam ilmu 
ekonomi dasar, jika permintaan tinggi maka harga juga mengalamai 
kenaikan. 1 ekor GGPS dapat menghasilkan 40 ekor GPS, 1 ekor GPS 
dapat menghasilkan 40 ekor PS, dan 1 ekor PS dapat menghasilkan 130 
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ekor PS,113 sehingga apabila pengafkiran DOC PS sebanyak 6 juta akan 
menghilangkan 780 juta ekor DOC FS. Oleh karena itu, kelangkaan pada 
salah satu sektor produksi yang terjadi berdampak kepada kerugian yang 
harus ditanggung masyarakat. 
Penguasaan produksi oleh perusahaan peternak juga terdapat 
pada pola kemitraan dengan kewenangan keputusan panen live bird. 
Dalam hal ini adanya abuse of bargaining position dalam pola kemitraan, 
di mana peternak mitra tidak memiliki kewenangan untuk menentukan 
waktu panen live bird. Hal ini selaras dengan dikemukakan Bapak Abdul 
Wahab, bahwa:114 
“Jika tiba masa panen sekitar 28 hari, perusahaan mitra biasanya 
belum mengambil ambil ayam di kandang, kami harus menahan 
ayam untuk dipanen meski telah melewati masa panen. Paling 
lambat mereka panen dalam 45 hari, jadi ada rentan waktu 17 hari 
ayam masih di kandang” 
Dengan kewenangan penentuan masa panen yang dimiliki perusahaan 
mitra, akan memudahkan untuk mengatur harga di pangsa pasar. Jika 
jumlah output tinggi maka harga juga akan menurun, oleh karena itu untuk 
mendapatkan harga pasar yang diinginkan perusahaan mitra akan 
mengurangi pemasokan live bird di pasar sehingga menimbulkan 
permintaan yang tinggi dan harga yang tinggi pula. Selain itu, 
kewenangan penentuan masa panen berimplikasi pada cost production 
yang harus ditanggung peternak mitra. Semakin tua umur live bird 
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114 Abdul Wahab (Peternak), Wawancara Penelitian, Desa Allu, Kec. Ujung Loe, Kab. 
Bulukumba, Selasa, 18 April 2017 
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semakin banyak pula pakan dan obat-obatan yang dibutuhkan, sesuai 
dengan pernyataan Bapak Rusli bahwa:115 
“jika melebihi masa panen, kami harus menambahkan pakan dan 
obat-obatan. Di mana dalam sehari dibutuhkan 8 zak pakan 
dengan harga 380 ribu per zak sehingga tidak ada pilihan bagi kami 
untuk tidak menambahkan pakan dari perusahaan mitra, semakin 
banyak pakan kita pakai semakin banyak potongan modal saat 
panen serta yang lebih diuntungkan mereka karena pakan mereka 
telah kami pakai dalam kuantitas melebihi ongkos produksi, 
istilahnya selain kami sebagai mitra kita juga sebagai pendistribusi 
pakan dan DOC mereka” 
Peningkatan cost production dengan meningkatkan jumlah 
pemakaian pakan yang sejatinya juga pakan berasal dari perusahan mitra 
sendiri, sehingga dengan mudah mengatur rangkaian produksi yang 
berimplikasi pada harga live bird dan karkas ayam karena perusahaan 
mitra memiliki power pada sektor hulu (pakan). Akan tetapi cost production 
yang tinggi berbanding terbalik dengan harga panen di kemitraan, bahwa 
harga panen kemitraan mengikuti klausula perjanjian bukan harga 
permintaan pasar. Bapak Rusli menyatakan, bahwa:116 
“harga minimal panen dalam perjanjian kami adalah 17 ribu, jika 
terjadi kenaikan harga kami hanya diberikan premi sekitar 1.000 
sampai 3.000, padahal harga pasaran bisa sampai 23 ribu. 
Selebihnya menjadi keuntungan perusahaan mitra” 
Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa harga yang tinggi 
yang diakibatkan penguasaan rangkaian produksi serta pengaturan 
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produksi akan berdampak pada kerugian yang harus ditanggung end user, 






Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yan telah 
diuraikan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa: 
1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 merupakan 
bentuk regulasi yang telah membuka kran regulasi terjadinya 
integrasi vertikal pada usaha peternakan ayam karena 
pengaturannya bersifat terbuka yakni dapat bersifat integrasi 
vertikal dan integrasi horizontal. Pelaksanaan peternakan ayam 
secara integrasi horizontal  pun dalam ketentuan tersebut dapat 
menjadi bentuk integrasi vertikal jika dalam kondisi tertentu 
pada rangkaian produksi dilakukan secara terintegrasi vertikal, 
serta tidak adanya segmentasi rangkaian produksi dalam 
UUPKH. 
2. Pelaksanaan usaha peternakan ayam berdasarkan UUPKH 
yang membuka potensi pelaksanaan peternakan secara 
terintegrasi vertikal menciptakan permasalahan yang kompleks 
terhadap persaingan usaha yakni adanya hambatan pasar bagi 
peternak mandiri secara foreclosure dalam sistem kemitraan 
dengan abuse of bargaining position. Selain itu, adanya 
kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat (end user) 
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terhadap kenaikan harga live bird dan karkas ayam, serta 
membuka peluang terjadinya bentuk persaingan usaha tidak 
sehat lainnya seperti kartel, monopoli, dan penguasaan pasar 
yang merupakan sumber permasalahan yang terletak pada hulu 
regulasi yang kurang tepat (integrase vertikal). 
B. Saran 
Berdasarkan  hasil penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut. 
1. Diperlukannya revisi Undang-Undang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan tepatnya pada pengaturan yang masih 
bersifat terbuka pada Pasal 2 Ayat (1) UUPKH (integrasi vertikal 
dan integrasi horizontal), setidak-tidaknya memberikan 
penegasan yang lebih mengarah pada upaya peningkatan iklim 
usaha yang kondusif dan perlindungan terhadap peternak-
peternak rakyat sesuai amanah konstitusi yaitu kedaulatan 
rakyat atas kekayaan keanekaragaman hayati, serta tetap 
memperhatikan kemampuan produksi usaha peternakan ayam. 
Dalam rangkaian produksi usaha peternakan ayam seyogyanya 
terdapat segmentasi antara pelaku usaha peternakan ayam 
karena tidak semua pelaku usaha peternakan ayam, khususnya 
peternak rakyat memiliki power dan modal usaha yang sama 
dibanding perusahaan peternakan ayam. Peran pemerintah 
melalui kebijakan dan regulasi seyogyanya menciptakan suatu 
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pengaturan usaha peternakan ayam secara berkeadilan dan 
kepastian hukum sehingga cita hukum dan ekonomi dapat 
terwujud secara komprehensif. 
2. Untuk mengatasi pemberlakuan norma tersebut yang bersifat 
terbuka dan membuka peluang terjadinya integrasi vertikal dan 
persaingan usaha tidak sehat lainnya, perlunya penegakan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pengaturan hukum 
terkait lainnya, dalam hal ini peran Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam pengawasan 
usaha peternakan ayam berdasarkan UUPKH. Selain itu, 
diperlukan keikutsertaan pemerintah yang lebih efisien dan 
efektif dalam penyelenggaraan usaha peternakan ayam, 
termasuk pengawasan dan pemenuhan supply DOC dan pakan 
di bagian hulu, karena penguasaan produksi bagian hulu 
tersebut masih didominasi perusahaan-perusahaan peternakan 
tertentu, serta diperlukannya pengawasan dan penegasan 
penyelenggaran peternakan ayam kemitraan karena bagian 
rangkaian produksi tersebut juga rentan terjadinya abuse of 
bargaining position terhadap peternak mitra sehingga 
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